
GUBEBNUB LAIIPUNG 

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 
NOMOR: G/3401B.IIIIHKJ2012
 

TENTANG
 

HASIL EVALUASI
 
R\NC;\NGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
 

TENTANG RETRIBUSI DAERAH
 

GUBERNUR LAMPrNG, 

'\1enimbang a.	 bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tent.mg 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Gubernur mernpunyai 
kewenangan me1akukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 
tentang APBD. Pajak Daerah,Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah: 

b.	 bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang 
Retribusi Daerah perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan urnum: 

c.	 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf 
b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tent.mg 
Retribusi Daerah; 

Mengingat L	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I 
Lampung; 

"l Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Penwndang-undangan: 

3.	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah belberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2008; 

4.	 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Amara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah: 

5.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah; 

6.	 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pernerintahan Daerah: 

7.	 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah. Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota: 

8.	 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil 
Pemerintah di Wilayah Provinsi: 

9.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan 
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah: 



Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Nomor : S-187/MK.7/20l2 tanggal 22 Maret 2012 hal 
Hasil Evaluasi 3 (tiga) Raperda Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Retribusi 
Daerah. 

MEMUTUSKAN: 

Mcnetapkan	 KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT 
TENTANG RETRIBUSI DAERAH. 

KlSATU	 Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 
tentang Retribusi Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

KlDUA	 Bupati Tulang Bawang Barat dan DPRD segera melakukan penyempumaan dan 
penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang 
Barat tentang Retribusi Daerah berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud 
pada Diktum Kesatu. 

KETIGA	 Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan menetapkan 
Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah, maka Peraturan 
Daerah dimaksud akan dibatalkan dan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang
undangan yang berlaku. 

KEEMPAT : Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Retribusi Daerah yang 
telah ditetapkan agar disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Gubemur 
Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. 

KELIMA	 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila 
dikernudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan 
pembetulan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di Telukbetung 
padatanggal 11 Apr~l 2 2 

GUBERNUR LAMPUNG 

ttd 

SJACHROEDIN Z.P. 
Tembusan : 
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta; 
2. Menteri Keuangan di Jakarta: 
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung: 
4. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Lampung di Bandar Lampung: 
5. Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat di Panaragan: 
6. lnspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung. 
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LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAM PUNG 
NOMOR : G/340/B.III/HK/2012 
TANGGAL : 11 APRIL 2012 

HASIL EVALUASI
 
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
 

TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
 

Materi Raperda No Rumusan Raperda KeteranganRumusan Penyempurnaan 
2 3 54 

Diktum Menimbang b. bahwa kebijakan Retribusi Daerah pada umumnya dan 
Retribusi Jasa Umum dilaksanakan berdasarkan prinsip 
demokrasi, pemerataan keadilan, peran serta 
masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan 
potensi daerah; 

d. bahwa	 berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu 
membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa 
Umum. 

b. bahwa	 kebijakan Retribusi Daerah pada umumnya 
dan Retribusi Jasa Umum pada khususnya 
dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, 
pemerataan keadilan, peran serta masyarakat, dan 
akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah; 

d. bahwa	 berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu 
membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa 
Umum; 

Diktum menimbang huruf b 
disempurnakan dan pada 
akhir kalimat huruf d diakhiri 
dengan tanda baca titik 
koma (;) 

I Dasar Hukum 
mengingat 

20.	 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang 
Tarif Biaya Tera sebagaimana diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nemor 16 Tahun 1986 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3329); 

21.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 
2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomer 27 

20.	 Peraturan Pemerintah Nomer 26 Tahun 19831 Angka 20 disempurnakan 
tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nemer 35, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3257) sebagaimana diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3329); 

21.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang IAngka 21 disempurnakan 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nemor 58 
Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1983 TeRt61RS Pel61ks8R861R Kit88 lJROSRS Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
lJ~ ~I(wm- ~ Pi9Sr:ta (Lernbaran Negara Republik Indonesia Nemor 5145), I	 I'LJ I	 Republik Indonesia Tahun 20-10 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik I"--'---rjesia Nomer 5145); I I I 
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27.P9r8twf9A P9FR9FiAt8A· ~IEl~ElF fiQ 1'8RIoIR 2QQf!it9Rt8AS 
P9~9FASA P9FRoiRS6IA El6lR 'P9RSS'....SS8Fl 
P8FlysI8RSgSFlisR PSFR8FiRt6lRSR ..Q6I9f8R (b91¥l8SF8Fl 
~J9S8F8 R9pw81i1< IFl€lElR8Si61 +SRWR ~QQli ~J91'"R9FHili, 

T6IFR06lR6IFl b9FROSF6IA· ~J9SSF8 R9Jilwolik· IA€lSR98i8 
~J9m9r 4fiQ:i~; 

30. P9f8h:lfSA P9FR9FiRtSR ~ISFR8r 41 l'sRwR 2QQ7· t9RtSR~ 

Qr-S8Ri8ssi ." P9FSFl~kst Q89FSR (b8M8SFSFl Msssr8 
Rswolil< IFlS9R98is TSRWFl ~QQ7 ~19~sr 92, TSFR8sR6IR 
bs~o8rsFl ~J9gSFS RSJilIill91i1< IFlS9RS8is ~J9M9F 47:i7); 

31.P9F8hlirsFl P91¥l9FiRt8R ~J9FR9r ii T8RWFl ~g1g t9FltSRS 
P9FI=l68RSR stss PSFStwFSFl PSl¥lsr.iFltsR ~19M9r ii 
TSRl:lA ~gQli tSRt8RS ei8t8~ IRf9rMs8i K9WSRSSFl 
I;)S8F81"1 (b9~IiSFSA t>JegsFs ReJilw81ik IRseR9sis TSRWR 
2Q1Q ~~8Ff19F 11Q,. T'8Ff18SRSFl bSFl"I8SFSFl ' ~Jsgsr8 

R8PW81i1< IRSSFl9Sis ~19Ff19F liHili); 
,32-..PsfstWFan M9AtSFi {)SI8FR~J9!l8pi ~~9FR9F 1a T8RWR 

dQgi t9FltSRg P9~9Ff1SR P9FlS91sIsSR KewsRS8A 
(;)88F6I1"1 8S88S8iFl"lSR8 telsR SiW8S1"1 seAg8R PerstwFiFl 
MSFlt9Fi (;JSI8~ ~J9g9ri ~J9~sF liiQ TSI"IWFl ~gQ7 t9FltSRS 
PSFW9SRSFl St88 PSFStWF8Fl M8Rt9ri Q8181¥l ta~sseFi 

~~eFl"l8r 1ii T'sRwFl 2QQi t8At8Flg P8SeFR8Fl PSAS91sIs8Fl 
KeW6iRS8R Q88FSR;I 

Ketentuan Umum P88812 
R8tri8wsi rl88s b1Fl"1w~ 8&s18R rl88S Y8FlS ili8S8i81iSA stsw 
Y8AS 8i98ril<8Fl 919101 PSFflsriFltsR SS9FS~ wFltwk twjl:lSA 
k8JilSFltiRSSFl 88A k9FRSAMIStSA WI¥lWFR sSrt8 8SJil8t oiAiI<FR8ti 
Ell9R 9FSRS JilrilisBi St8" IiS&SFl 

Nama, Objek dan Pasal4 
Subjek Pajak	 Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut 

retribusi y8Flg ~SFwfllSksFl JilSI¥lOSYiilFSR 8tS8 jes8 €ISR 
Jilsmo9ri8R fesilitS8 pelayanan kesehatan oleh Pemerintah 
Daerah. 

I Pasal52 
Dengan Nama Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan 
Umum dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas 

- --~~-~-,~" .---"_., 

4 

-

-

-


-

-


Pasal4
 
Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut
 
retribusi atas pelayanan kesehatan oleh Pemerintah 
Daerah. 

Pasal 52 
Dengan Nama Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan
 
Umum dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas
 

2 
.. ~l--~-' 

5 

Angka 27, 30, 31 dan 32 
dihilangkan karena tidak ada 
keterkaitan dengan obyek 
yang diatur dalam Raperda 

I 

I 
Pasal 2 dihilangkan dan 
digabung dalam Pasal 1 

Pasal 4 disempurnakan 

Pasai 52 disempurnakan 

I 
L 

I pelayanan penyediaan ternpat Parkir Ditepi Jalan Umurn.I 
I	 I 

pelayanan penyediaan ternpat Parkir Ditepi Jatan Umum I 
yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. i I 
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Pasal57 
Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut 
Retribusi sebagai pembayaran atas ~8RY8~i8SR JSS8 

pelayanan Pasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah 
Daerah. 

Pasal67 
Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam 
Kebakaran dipungut retribusi Y8AS Ffl8fW~sl(SA 

~m98Y8r8R 8t6l8 jS88 st6lW ~8R=l8eFi8R fs&ilits& fjel6lysRsR 
pemeriksaan alat pemadam kebakaran. 

Pasal72 
Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta 
dipungut retribusi atas pelayanan p&ASS8RtisR ~ peta. 

Pasal 77 
Dengan nama Pelayanan Penyediaan danl atau 
Penyedotan Kakus dipungut Retribusi sebagai 
pembayaran atas pelayanan penyediaan ~ dan/atau 
Penyedotan Kakus yang diselenggarakan oleh Pemerintah 
Daerah. 

Pasal82 
Dengan nama Retribusi Pengelolaan Limbah Cair 
dipungut retribusi atas penyedian Pengolahan Limbah Cair 
yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. 

I I I 
I I I 

4 

Pasal 57 
Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut 
Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Pasar 
tradisionallsederhana yang diselenggarakan oleh 
Pemerintah Daerah. 

Pasal67 
Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam 
Kebakaran dipungut retribusi atas pelayanan 
pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam 
kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat 
penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah. 

Pasal 72 
Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta 
dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan peta yang 
dibuat oleh Pemerintah Daerah. 

Pasal 77 
Dengan nama Pelayanan Penyediaan dan/atau 
Penyedotan Kakus dipungut Retribusi sebagai 
pembayaran atas pelayanan penyediaan dan/atau 
Penyedotan Kakus yang diselenggarakan oleh 
Pemerintah Daerah. 

Pasal82 
Dengan nama Retribusi Pengelolaan Limbah Calr 
dipungut retribusi atas penyedian Pengolahan Limbah 
Cair yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. 

5 

Pasal 57 disempurnakan 

Pasal 67 disempurnakan 

Pasal 72 disempurnakan 

I Pasal 77 disempurnakan 

Pemerintah Daerah Kabupaten 
Tulang Bawang Sarat dapat 
memungut retribusi Pengolahan 
Limbah Cair apabila 
mempunyai instalasi Pengola 
Limbah Cair, maka dalam 
Raperda ini agar ditambahkan 
1 (satu) pasal dalam ketentuan 
peralihan yang menyatakan 
bahwa pemungutan Retribusi 
Pengolahan Limbah Caif akan 
dilaksanakan setelah 
Kabupaten memberikan 
pelayanan Pengolahan limbah 

I Cair. 
I 

I 
I 
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Pasal92 
Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara 
Telekomunikasi dipungut retribusi ~ ·mefW~9kM 

1i8m9SYSFSR StSi jsss stsw Fl8m88FisR fQ&ilits& 
S8RS8R881isR menara telekomunikasi. 

Pasal5 
Objek retribusi pemakaian pelayanaan Kesehatan adalah: 
ao pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas 

Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, 
Rumah Sakit Umum Daerah, dan tempat pelayanaan 
kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau 
dikelola oleh pemerintah daerah. 

b. Dikecualikan dari objek retribusi pelayanaan kesehatan 
adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh 
pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta. 

"-~~-~-~--'---'-'--------'-----,-----
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Pasal87 
Dengan nama Retribusi Pelayanan TeralTera Ulang 
dipungut Retribusi atas Pelayanan pengujian alat ukur, 
takar, timbang dan perlengkapannya dan pengujian alat 
terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan 
perundanq-undanqan. 

Pasal92 
Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara 
Telekomunikasi dipungut retribusi atas pemanfaatan 
ruang untuk menara telekomunikasi. 

Pasal5 
Objek retribusi pemakaian pelayanaan Kesehatan 
adalah: 
a. pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas 

Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, 
Rumah Sakit Umum Daerah, dan tempat pelayanaan 
kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki 
dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. 

b. Dikecualikan dari objek retribusi pelayanaan
I	 kesehatan adalah kecuali pelayanaan pendaftaran 

dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh 
pemerintah BUMN SUMD dan pihak swasta 

Pasal 87 disempurnakan, 
apabila Kabupaten Tulang 
Bawang Barat belum 
menyediakan/memiliki alat
alat tera dalam rangka 
pelayanan tera-tera ulang, 
maka dalam Raperda ini 
agar ditambahkan 1 (satu) 
pasal dalam ketentuan 
peralihan yang menyatakan 
bahwa pemungutan 
Retribusi Pelayanan 
TeralTera Ulang akan 
dilaksanakan setelah 
Kabupaten memberikan 
pelayanan tera/tera ulang 

. dan telah menyediakan alat 
untuk melakukan pelayanan 
tersebut 

Pasal 92 disempurnakan 

Pasal 5 huruf a 
disempurnakan dengan 
menambah pengecualian 
objek retribusi terhadap 
pelayanan pendaftaran. 

I I
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Pasal48 
(1) Objek	 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan 

Pengabuan Mayat adalah pelayanan pemakaman dan 
pengabuan mayat yang meliputi : 
a, Pelayanan penguburan/pemakaman termasuk 

penggalian dan pengurukan, 
pembakaran/pengabuan mayat ; dan 

b.	 Sewa tempat pemakaman atau 
pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau 
dikelola Pemerintah Daerah. 

(2)	 ¥iUllg dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan 
Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah 
Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 
secara massal karena bencana. 

Pasal58 
(1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan 

pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana 
berupa pelataran, los dan kios, dikelola Pemerintah 
Oaerah 88RJQ~QW PemeAR~QI:l KQmti~RS yang khusus 
disediakan untuk pedagang, 

(2)	 Oikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Pasar 
sebaqairnana dimaksud pada ayat (1) adalah 
pelayanan pasar yang dikelola oleh BUMN, SUMO 
dan pihak swasta. 

Pasal6 
Subjek Retrubusi Pelayanan Kesehatan adalah orang 
pribadi atau badan yang memperoleh, menggunakan dan 
menikmati jasa pelayanan kesehatan eI&ft Pemerintah 
Daerah. 

Pasal 59 
Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi 
atau badan yang memperoleh pe!ayanan penyediaan 
fasilitas pasar tradisionallsederhana, berupa pelataran, los 
dan kios dari Pemerintah Daerah €tQ~/Q~QW j;)emefiRtsR 

54 

Pasal 48 ayat (2)Pasal48 
disempurnakan
 

Pengabuan Mayat adalah pelayanan pemakaman
 
dan pengabuan mayat yang meliputi :
 

(1) Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan 

a.	 Pelayanan penguburan/pemakaman termasuk
 
penggalian dan pengurukan, pembakaran/
 
pengabuan mayat ; dan
 

b.	 Sewa tempat pemakaman atau pembakaranl
 
pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola
 
Pemerintah Daerah.
 

(2)	 Dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan 
Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah 
Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 
secara massal karena bencana. 

Pasal 58	 IPasal 58 ayat (1) 
(1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah disempurnakan
 

penyediaan pelayanan fasilitas pasar
 
tradisional/sederhana berupa pelataran, los dan
 
kios, dikelola Pemerintah Oaerah yang khusus
 
disediakan untuk pedagang.
 

(2)	 Dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Pasar 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
pelayanan pasar yang dikelola oleh SUMN, SUMO 
dan pihak swasta. 

Pasal 6 disempurnakan 
Subjek Retrubusi Pelayanan Kesehatan adalah orang 
pribadi atau badan yang memperoleh, menggunakan 
dan menikmati jasa pelayanan kesehatan dari 
Pemerintah Oaerah. 

Pasal6 

Pasal 59 I Pasal 59 disempurnakan 
Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi 
atau badan yang memperoleh pelayanan penyediaan 
fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, 
los dan kios dari Pemerintah Oaerah. 

~~~ I	 I I 
L~ .J
I I I ~~_~_ I	 I ~ 
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Pasal64 
Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah 
orang pribadi atau badan U81i1RQ· S8nillilRQlollt9R aenaQA 
m9flggwR81(QA 1(8AililJ:91i1R SeFFA8ter. 

Pasal69 
Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 
adalah ~ orang atau badan Fi8RSSWRliI jasa pelayanan 
Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran. 

Pasal74 
Subjek Retribusi Penggatian Biaya Cetak Peta adalah 
orang pribadi atau badan yang m8mp8Felei;l pelayanan 
penggantian cetak peta ~Pemerintah Daerah. 

Pasal79
 
Subjek Retribusi Penyediaan danl atau Penyedotan Kakus
 

I adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan
 
dan/atau memperoleh Pelayanan pemakaian ~ 

dan/atau penyedotan kakus yang diselenggarakan oleh 
Pemerintah Daerah. 

Pasal84 
Subjek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah orang 
pribadi atau badan yang FJ:IeFRpeFelel:l pelayanan 
pengolahan limbah cair dari Pemerintah Daerah. 

Pasal89 
Subjek Retribusi Pelayanan TerafTera Ulang adalah orang 
pribadi atau badan yang meASSWRsiHiiA 8QRistQW 
meRilo:AQti pelayanan jasa TerafTera Ulang ~ 

ii8eleRggsfsksA ElleR Pemerintah Daerah. 

Pasal64 
Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah 
orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati 
pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk 
kendaraan bermotor di air sesuai peraturan perundang
undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah 
Daerah. 

Pasal69 
Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam 
Kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang 
menggunakan/menikmati jasa pelayanan Pemeriksaan 
Alat Pemadam Kebakaran. 

Pasal74 
Subjek Retribusi Penggatian Biaya Cetak Peta adalah 
orang pribadi atau badan yang menunggukan/menikmati 
pelayanan penggantian biaya cetak peta yang 
disediakan oleh Pemerintah Daerah. 

Pasal79 
Subjek Retribusi Penyediaan danl atau Penyedo1an 
Kakus adalah orang pribadi atau badan yang 
menggunakan dan/atau memperoleh Pelayanan 
pemakaian dan/atau penyedotan kakus yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. 

Pasal84 
Subjek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah orang 
pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati 
fasilitas pelayanan instalasi pengolahan limbah cair yang 
disediakan dan/atau dikelola Pemerintah Daerah. 

Pasal89 
Subjek Retribusi Pelayanan TeraITera Ulang adalah 
orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan 
TeralTera Ulang dari Pemerintah Daerah. 

Pasal 64 disempurnakan 

Pasal69 disempurnakan 

Pasal 74 disempurnakan 

Pasal 79 disempurnakan 

Pasal 84 disempurnakan 

Pasal 89 disempurnakan 

I i I J 
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Cara Mengukur 
tingkat 
Penggunaan Jasa 

3 

Pasal94 
Subjek Retribusi pengendalian menara telekomunikasi 
adalah &8tis~orang atau badan peRSS~ jasa pelayanan 
pengendalian menara telekomunikasi. 

Pasal7 
Cara mengukur tingkat pengguna jasa adalah diukur 
berdasarkan ff8k'IJiRSi JjeFFlSFlfsstSR jsss fjelaysflsfI 
I(S88RStSI"I 818101 F¥lS8ySFskst peEts setweR wektw t8RiRtW. 

Pasal40 
Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur 
berdasarkan atas k81618, t8FRfjet, Iwss 8SRSWFlSfI dan 
frekuensi. 

Pasal50 
Tingkat Penggunaan jasa Pelayanan Pemakaman dan 
Pengabuan Mayat diukur berdasarkan Jenis Ja&a, Lokasi, 
Volume dan Frekuensi Jarak. 

Pasal55 
Cara mengkur tingkat penggunaan jasa adalah diukur 
berdasarkan kds8ifil(8Si jsleR, jenis kendaraan dan waktu 
penggunaan. 

Pasal80 
(1)	 Tingkat Penggunaan Jasa Penyediaan kakus diukur 

berdasarkan c18Ris PSRSSWFlSSR Ksl(W8, ~fsl(weASi 

Waktu Penggunaan Kakus. 
f~)TiRSI(st	 P8FlSSWRSSR c1888 P8R)'sEtetsR kskw8 oiwkwF 

68FOi8SFI(61A c18Ris, \lehllFFl8 EteR .;leAs 'J1l ilS)'61R. 

Pasal85 
Cara mengkur tingkat penggunaan jasa adatah diukur 
berdasarkan jenis kegiatan/usaha, volume dan satuan. 

~.~__ 

7 

4 5 

Pasal 94 I Pasal 94 disempurnakan
 
Subjek Retribusi pengendalian menara telekomunikasi
 
adalah orang pribadi atau badan yang menggunakanl
 
menikmati jasa pelayanan pengendalian menara
 
telekomunikasi.
 

Pasal 7 disempurnakan
 
Cara mengukur tingkat pengguna jasa adalah diukur
 
berdasarkan jenis pelayanan, bahan/peralatan yang
 
digunakan dan frekuensi pelayanan kesehatan.
 

Pasal 7 

Pasal 40 disempurnakan
 
Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur
 
berdasarkan atas lokasi, jenis usaha dan frekuensi.
 

Pasal40 

Pasal 50 disempurnakan
 
Tingkat Penggunaan [asa Pelayanan Pemakaman dan
 
Pengabuan Mayat diukur berdasarkan Jenis Pelayanan,
 
Lokasi, Volume dan Frekuensi Jarak.
 

Pasal50 

Pasal 55 disempurnakan
 
Cara rnenqkur tingkat penggunaan jasa adalah diukur
 
berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu
 
penggunaan.
 

Pasal55 

Pasal 80 disempurnakan 
Tingkat penggunaan jasa penyediaan dan/atau 

Pasal80 
dengan menghilangkan ayat 

penyedotan kakus diukur berdasarkan volume tinja, jenis (2) 
pelayanan dan jenis usaha waktu penggunaan kakus. 

Pasal 85 I Pasal 85 disempurnakan
 
Cara menqkur tingkat penggunaan jasa adalah diukur
 
berdasarkan jenis pelayanan, volume Iimbah yang
 
diolah.


I	 I I 
I	 -------.LI ...__ __I 
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6 Struktur dan Besarnya 
Tarif Retribusi 

3 4 

Pasal B Pasal8 
Besarnya biaya pelayanan kesehatan ditetapkan sebagai berikut: Besarnya biaya pelayanan kesehatan ditetapkan sebagai berikut: 
a. Pelayanan kesehatan pada unit Rawat Jalan/Poliklinik (di luar a. Pelayanan kesehatan pada unit Rawat Jalan/Poliklinik (di luar 

tindakan dan obat) sebesar Rp5000 setiap orang perkunjungan tindakan dan obat) sebesar Rp5000 setiap orang perkunjungan 
dengan perincian sebagai berikut: dengan perincian sebagai berikut: 
1 I(ar&is	 RpliQO 1. Kartu Status	 Rp750 
2. Kartu Status	 Rp750 2. Jasa Rumah Sakit	 Rp750 
3. Jasa Rumah Sakit	 Rp750 3. Jasa Ookter	 Rp1.500 
4. Jasa Dokter	 Rp1.500 4. Jasa Perawat	 Rp1.000 
5. Jasa Perawat	 Rp1.000 5. Farmasi	 Rp500 
6. Farrnasi	 Rp500 b. Besarnya biaya pelayanan Rawat Darurat (di luar tindakan dan 

b. Besarnya biaya pelayanan Rawat Darurat (di luar lindakan dan obat) ditetapkan sebesar Rp15.000 dengan perincian sebagai 
obat) ditetapkan sebesar Rp15.000 dengan perincian sebagai berikut: 
berikut 1. Kartu Status	 Rp2.000 
1. Kartu Status	 Rp2.000 2. Jasa sarana Rumah Sakit Rp2.500 
2. Jasa sarana Rumah Sakit Rp2.500 3. Jasa Dokter	 Rp4.500 
3. Jasa Dokter	 Rp4.500 4. Jasa Perawat	 Rp4.000 
4. Jasa Perawat	 Rp4.000 5. Farmasi	 Rp1.000 
5.	 Farmasi Rp1.000
 

Pasal9
 Pasal9 
Tarif perawatan pasien per hari ditetapkan sebagai berikut: Tarif perawatan pasien per hari ditetapkan sebagai berikut: 
a. Tarif pendaftaran rawat inap: a. Tarif pendaftaran rawat inap: 

1 KQFlli&	 R~ 1ggg 1. Jasa Rumah Sakit	 Rp1000 
2. Jasa Rumah Sakit	 Rp1000 2. Kartu Status	 Rp2.500 
3. Kartu Status	 Rp2.500 b. Rawat inap 

b. Rawat inap 1 Kelas I	 Rp150.00() 
1 Kelas I	 Rp150.000 a) Jasa Sarana Ruman Sakit Rp45.000 

a) Jasa Sarana Rumah Sakit Rp45.000 b) Jasa DokterNisite	 Rp30.0oo 
b) Jasa DokterNisite	 Rp30.000 c) Jasa Perawat	 Rp70.000 
c) Jasa Perawat	 Rp70.000 d) Jasa Penunjang/Kebersihan Rp5.000 
d) Jasa Penunjang/Kebersihan Rp5.000 2. ...dst. 

2.	 ...dst.
 

Pasal12
 Pasal 12 
(1) Tarif Tindakan Medik Operatif dilakukan di kamar operasi (1) Tarif Tindakan Medik Operatif dilakukan di kamar operasi 

ditetapkan sebagai berikut : ditetapkan sebagai berikut : 
a. Operasi sangat besar / khusus : a. Operasi sangat besar I khusus : 

1. Kelas I	 . Rp. 2.200.000, 1. Kelas I	 . Rp. 2.200.000,
a) Pra Operasi	 . Rp. 160.000, b) Pra Operasi	 . Rp. 160.000,

1) Dr. spesialis .	 Rp. 15.000, 1) Dr. spesialis .	 Rp. 15.000,-
Ost. .. Ost... 

(2) Seiain tanf tersebut pada ayat 1 &'" Oi lili litlil& dikenakan biaya (2) Selain tarif tersebut pada ayat (1) dan ayat (2), dikenakan biaya 
obat-obatan dan alat kesehatan habis pakai sebesar harga obat-obatan dan alat kesehatan habis pakai sebesar harga 
pembelian "itlilIM~Q~ 08R8lilR ~fi K (Ol<llil ~l<IlliI~ liIMliI ~9r69R) ili IwaF pembelian; 
~~~~~.	 I 

I I!	 I 

5 

Karcis/pendaftaran tidak termasuk 
objek Retribusi Pelayanan 
Kesehatan sesuai dengan Pasal 
111 UU No. 28 Tahun2009. 

Karcis/pendaftaran tidak termasuk 
objek Retribusi Pelayanan 
Kesehatan sesuai dengan Pasal 
111 UU No. 28 Tahun 2009. 

Pasal 12 ayat (3) disempurnakan 
dengan menghilangkan 
penambahan harga sebesar 25% 
karena sesuai dengan prinsip 
penetapan tarif retribusi jasa 
umum. Pengenaan tarif retribusi 
memperhatikan biaya penyediaan 
jasa yang bersangkutan dan tidak 
mencari keuntungan 

I	 I 
I	 __I 
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Pasal 15 huruf b 
Tarif perneriksaan Radiologi ditetapkan sebagai berikut : 

Pasal 15 Pasal15 
disempurnakan denganTarif pernenksaan Radiologi ditetapkan sebaqai berikut . 
menghilangkan kenaikan harga a.	 Pemakaian alat : a.	 Pernakaian alat : 
sebesar 25% karena sesuai 

a) Jasa Rumah Sakit Rp. 4.000,· 
1. Kelas I Rp. 20.000, 1. Kelas I	 Rp. 20,000" 

dengan prinsip penetapan tarif 
b) Dr, Radiologi Rp. 10.000,· 

a) Jasa Rumah Sakit Rp. 4.000,· 
retribusi jasa urnum 

c) Penata Radiologi Rp. 6.000,· 
c)	 Dr, Radiologi Rp. 10000,-

Pengenaan tarif retribusi 
Dst.. ..." 

c) Penata Radiologi Rp. 6.000,· 
memperhatikan biayadsf..; 
penyediaan jasa yang 

bahan kedokteran habis pakai sebesar harga pembelian 
b.	 Tarif tersebut ditambah harga film serta biaya bahan dan b.	 Tarif tersebut ditambah harga film serta biaya bahan dan 

bersangkutan dan tidak 
eiRaikl<aR ~i % (Ell.Ja liR:!a persiR) Eli 11.1611' BaRaR kesikteraR 

bahan kedokteran habis pakai sebesar harga pembelian. 
mencari keuntungan 

~. 

Pasal 16 ayal (2) disempurnakan 
dengan menghilangkan 
penambahan harga sebesar 25% 

Pasal 16 Pasal16 

(2)	 Tarif tersebut 20% jasa rumah sakit, 50% operator dan (2)	 Tarif tersebut 20% jasa rumah sakit, 50% operator dan 
karena sesuai dengan prinsip30% asisten dan masih ditambah obat-obatan dan bahan 30% asisten dan ditambah obat-obatan dan bahan habis 
penetapan tarif retribusi jasa

habis pakai EleRsaR' giRaikaR mak€iR=lal 2iq~€laFi· f:lar~a pakai. umum. Pengenaan tarif retribusi 
peFR9sliaR Eli Iwar eQat S1oI96iEli. mernperhatikan biaya penyediaan 

jasa yang bersangkutan dan tidak 
mencari keunlungan 

Pasal 18 disernpumakan dengan 
menghilangkan penambahan harga 
sebesar 25% karena sesuai 

Pasal 18 Pasal18 

Tarif obat-obatan/reaqensia serta bahan-bahan atau atat-alat I Tarif obat-obatanrreaqensia serta bahan-bahan atau alat-alat 
dengan prinsip penetapan tarifkedokteran habis pakai di luar subsidi ditetapkan sesuai harga Ikedokteran habis pakai di luar subsidi ditetapkan sesuai harga 
retribusi [asa umum. Pengenaan

pembelian eitaFR~al:l El8RsaR ~i ~~.	 pembelian. tarif retribusi memperhatikan biaya 
penyediaan jasa yang 
bersangkutan dan tidak mencari 
keuntungan 

Pasal 22 ayat (1)Pasal22	 Pasal22 
(1)	 +arif peRifJwRaaA R:!99il aFR91011aFlGe atas j9Rai!al:l (1) Tarif penggunaan mobil ambulance dan jenazah I disempurnakan, perhitungan 

Elit9RtwkaR 6e9a~ai Qerikwt : ditetapkan sebagai berikut: tarif retribusi disarankan 
dihitung berdasarkan jarak 

gereaearkaR tarif resR:!i f)8FR9riRtal:l EleA~aR Qiaya a. Jarak sId 10 km sebesar Rp.... 
a. +arif M99il AFR91011aRee EliteRtbikaR per l<ilemet9r 1. Dalam wilayah Kabupaten 

tempuh pemakaian termasuk 
paliRi eesikit Rp. 1go.gOg, eitaFR8al:l peFRakaiaR b. Jarak 10 sId.". km sebesar Rp.. " bahan bakar dan [asa supir 
9al:laR 8al<ar c. Jarak sId krn sebesar Rp.." 

Q.	 Tarif Me~i1 .IeRaiilal:l EliteRtwkaR per kileFR.eter 2. Luar Daerah Kabupaten 
99rElasarkaR tarif resR:!i p8R:!eriRtal:l EleRsaR QI~ya a. Jarak s/d ". km sebesar Rp.... 
f)aliRi seElikit Rfi. 1gO.ggg, eitaFRQaR peR:lal<6IlaR d. Jarak sId "" km sebesar Rp 

I bQl:laR sakaL Apa911a R:!8Rl.JRi~W BerFRalaFR Elil<eRakaR I e. Jarak " ..sId ."" km sebesar Rp.... I
I I I 9iaya tiap FRalaR:! 6e99sar ~p. 79.000, j J J 
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S. -	 Me~i1- .lsRlil2al:l· .~smakam . ylilRg QlgwRakaR.il.",~a~ ::",.~~a~ k.li ~."'ak....~·~k ko"",laa. . a alaR BaR fl· 1gg Qgg 
I'8r 1"lsmeter 6SR' aFl Blilt~ar liaR tarif k" , 
....Si.a~ .ik • J... ..~ir R~. .9 9 •••a....
iQ.,QQQ 8RakaR 13laylil taR:lBaR . gg, " ApaBilaaR	 per malam Rp. 

(2) Jarak pernakaian mobil Ambulance dan mobil jenazah 
dihitung pulang pergi (PP). 

(3) Tarif jasa pengantar pasien rujukan : 
a.	 Para Medis : Hari I (pertama) Rp. 75.000,- setiap kali 

menginap 1 (satu) malam ditambah biaya Rp. 75000,; 
b.	 Dokter : Hari I (pertama) Rp. 150.000,- setiap 

menginap 1 (satu) malam ditarnbah dengan biaya Rp. 
150.000,-. 

Pasal23 
(1)	 Tarif pemeriksaan laboratorium ditetapkan sebagai berikut : 

a. Pemeriksaan Sederhana 
1.	 Besarnya tarif untuk tiap-tiap kelas adalah : 

a) Kelas III adalah sebesar......... Rp. 7.500,
1) Jasa medis Rp. 4.500,
2) Jasa Rumah Sakit... Rp. 3.000,

b) Kelas n adalah sebesar Rp. 9.500,
1) Jasa medis Rp. 5.500,
2) Jasa Sarana Rumah Sakit Rp. 4.000,

C) Kelas I adalah sebesar........... Rp. 11.500,
1) Jasa medis Rp. 7.000,
2) Jasa Rumah Sakit... Rp. 4.500,-

Biaya tersebut di atas masih ditambah dengan biaya obat 
obatan dan alat kesehatan sebesar harga pembelian obat
obatan ElitamBaR ~9q~ Eli Iwar9Biit sllIlilsiEli. 

051.. ... 

Pasal24 
Pemeriksaan alergi ditentukan sebagai pemeriksaan sedang dengan 
tarif sesuaiPasal22 dengan ketentuan sebagai berikut : 
a.	 TestAlergi (skin ~est) ~n~uk 1 (satu) s,eri test seharga obat-obatan 

u~tuk test yang dipakai 81~QFR9Q~ .Ii q<jJ, . . . 
b.	 Biaya pengobatan alergl dengan obat lappnn atau sejerusnya 

seharga obat yang dipakai &mIiFR9Q~ ~li %, 
c.	 Untuktest alergi dikenakan biaya konsultasi. 

(2)	 Pemakaian mobil Ambulance dan mobil jenazah dihitung 
pulang pergi (PP). 

(3)	 Tarif jasa pengantar pasien rujukan : 
a.	 Para Medis : Hari I (pertama) Rp. 75.000,- setiap kali 

menginap 1 (satu) malam ditambah biaya Rp. 
75.000,-; 

b.	 Dokter : Hari I (pertama) Rp. 150.000,- setiap 
menginap 1 (satu) malam ditambah dengan biaya 
Rp. 150.000,-. 

Pasal23 
(1)	 Tarif pemeriksaan laboratorium ditetapkan sebagai 

berikut: 
a. Pemeriksaan Sederhana 

1.	 Besarnya tarif untuk tiap-tiap kelas adalah : 
a) Kelas III adalah sebesar. Rp. 7.500,

1) Jasa medis.; ...... .... ... Rp. 4.500, 
2) Jasa Rumah Sakit...... Rp. 3.000,

b) Kelas II adalah sebesar... Rp. 9.500,
1) Jasa medis............... Rp. 5.500. 
2) Jasa Sarana Rumah Sakit Rp. 4.000,

c) Kelas I adalah sebesar........... Rp. 11.500,
1) Jasa medis Rp. 7.000, 
2) Jasa Rumah Sakit... Rp. 4.500,-

Biaya tersebut di atas masih ditambah dengan biaya obat 
obatan dan 
obat-obatan. 
Ds1.... 

alat kesehatan sebesar harga pembelian 

Pasal 24 
Pemeriksaan alergi ditentukan sebagai pemeriksaan sedang 
dengan tarif sesuai Pasal22 dengan ketentuan sebagai berikut 
a.	 Test Alergi (skin test) ~ntuk.1 (satu) seri test seharga obat

o?atan untuk test yang d~pakal . .. 
b.	 Blaya pengobatan alergl dengan obat lappnn atau sejenenya 

seharga obat yang dipakai. 
c.	 Untuk test alergi dikenakan biaya konsultasi. 

Pasal 23 disempurnakan 
dengan menghilangkan semua 
penarnbahan harga sebesar 
25% karena sesuai dengan 
prinsip penetapan tarif retribusi 
jasa umum Pengenaan tarif 
retribusi memperhatikan biaya 
penyediaan jasa yang 
bersangkutan dan tidak 
rnencari keuntungan 

Pasal 24 disempurnakan 
dengan menghilangkan 
penambahan harga sebesar 
25% karena sesuai dengan 
prinsip penetapan tarif retribusi 
. P tad 
jasa u~um. eng~naan. 
retnbus~ rnempernankan biaya 

..,	 Ragi pasien dan luar rumah sakit umum dikenakan la/if konsultasi I J. Bag; pasien dari iUdl .umah saki! umum dikenaxan lalli I pen_yedl~an_ jasa y.ai19 I 
kelas II. I konsultasi kelas ii. I uerSi:ln~Kutal1 dan tidak I 

I mencan keuntunganu.
 
I 
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Paeal :!7 
Tata eera peRgatbiFaR peRllii61siaR Raell p8R8riFRaaR retriiiwsi sari 
jeee tiRsakaR ep8Fasi, jasa P8FRiiFiksaaR pasieR, keFlsblltasi, 
visits, wji kes8RataR saR reRaiiilitaei FR8sis aalaFR PeralyraR 
l;)aeFeR iRi aiatbiF S8R!leR kepYtwS6lR QiFel(~ 

Pasal28 Pasal28 
Besarnya biaya pelayanan kesehatan yang harus dibayar Besarnya biaya pelayanan kesehatan yang harus dibayar 
adalah sebagai berikut: adalah sebagai berikut: 
a. Pemeriksaanfpengobatan Unit Pelayanan Kesehatan pada a. Pemeriksaan/pengobatan Unit Pelayanan Kesehatan pada 

Unit Rawat JalanfPoliklinik (diluar tindakan dan obat) Unit Rawat Jalan/Poliklinik (diluar tindakan dan obat) 
sebesar Rp5.000 setiap orang per kunjungan, dengan sebesar Rp5.000 setiap orang per kunjungan, dengan 
perincian sbb: perincian sbb: 
1. KaFEli& ~p~QQ 1. Kartu status Rp750 
2. Kartu status Rp750 2. Jasa puskesmas Rp750 
30 Jasa puskesmas Rp750 3. Jasa Dokter Rp1.500 
4. Jasa Dokter Rp1.500 4. Jasa Perawat Rp1.000 
5 Jasa Perawat Rp1.000 5. Jasa Farrnasi Rp500 
6. Jasa Farmasi Rp500 b. Tarif pemberian kekebalan/imunisasi dibebaskan bagi 

b Tarif pemberian kekebalan/imunisasi dibebaskan bagi masyarakat. Akan tetapi biaya pengadaan alat suntik 
masyarakat. Akan tetapi biaya pengadaan alat suntik (dispossable) dibebankan kepada masyarakat sebesar 
(dispossable) dibebankan kepada masyarakat sebesar Rp1.000 
Rp1.000 c Besarnya biaya pelayanan Rawat Darurat (diluar tindakan 

c. Besarnya biaya pelayanan Rawat Darurat (diluar tindakan dan obat) ditetapkan sebesar Rp15.000 per orang per 
dan obat) ditetapkan sebesar Rp15 000 per orang per kunjungan, dengan perincian sbb: 
kunjungan, dengan perincian sbb: 1. Kartu status Rp2000 
1. KiilFGis Rp1QQQ 2. Jasa puskesmas Rp2500 
2. Kartu status Rp2000 3. Jasa Dokter Rp4500 
3. Jasa puskesmas Rp2500 4. Jasa Perawat Rp4000 
4. Jasa Dokter Rp4500 5. Jasa Farmasi Rp1000 
5. Jasa Perawat Rp4000 d. Pemeriksaan Uji Kesehatan (Kir Kesehatan) 
6. Jasa Farmasi Rp1000 1. Umum Rp5000 setiap orang per kunjungan 

d. Pemeriksaan Uji Kesehatan (Kir Kesehatan) 2. Apabila dalam pemeriksaan ini memerlukan 
1. Umum Rp5000 setiap orang per kunjungan pemeriksaan tambahan dikenakan biaya sesuai tarif 
2. Apabila dalam pemeriksaan ini memerlukan pelayanan yang diberikan. 

pemeriksaan tambahan dikenakan biaya sesuai tarif 
pelayanan yang diberikan. 

Pasal 29 Pasal 29 
Tarif perawatan pasien per hari ditetapkan sebagai berikut: Tarif perawatan pasien per hari ditetapkan sebagai berikut 
a. Tarif pendaftaran rawat inap: a. Tarif pendaftaran rawat inap: 

5
 

Pasal 27 dihilangkan, karena 
semua pendapatan harus 
disetor secara bruto ke Kas 
Daerah dalam waktu 1 x 24 jam 

Karcisfpendaftaran tidak 
termasuk objek Retribusi 
Pelayanan Kesehatan sesuai 
dengan Pasal111 UU No. 28 
Tahun 2009. 

Karcis/pendaftaran tidak 
terrnasuk objek Retribusi 
Pelayanan Kesehatan sesuai 

I i, Kar6i". RplQQg I -I. Jasa Rumah Sakrt Rp1000 I dengan Pasal 111 UU No. 28I I I 2. Jasa Ruman Sakit Rp1000 I 2. Kartu Status Rp2.500 ITahun 2009. ..__.n _ I

3. Kartu Status R!" snn 
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b.	 Rawat inap 
1.	 Kelas I 

a) Jasa Sarana Rumah Sakit 
b) Jasa DokterNisite 
c) Jasa Perawat 
d) Jasa Penunjang/Kebersihan 

2.	 Kelas II 
a) Jasa Sarana Rumah Sakit 
b) Jasa DokterNisite 
c) Jasa Perawat 
d) Jasa Penunjang/Kebersihan 

3.	 Kelas III 
a) Jasa Sarana Rumah Sakit 
b) Jasa DokterNisite 
c) Jasa Perawat 
d) Jasa Penunjang/Kebersihan 

Rp100.000 
Rp30.000 
Rp30.000 
Rp30.000 
Rp10.000 
Rp75.000 
Rp20.000 
Rp25.000 
Rp20.000 
Rp10.000 
Rp50.000 
Rp10.000 
Rp20.000 
Rp15.000 
Rp5.000 

c. Penggunaan kamar bersalin sebesar tarif rawat inap yang 
ditempati/dipilih 

d. Penggunaan ruang perinatal untuk bayi (umur dibawah 1 
bulan) yang sakit sebesar tarif rawat inap yang ditempati 

e. Tarif pengurusan jenazah ditetapkan sebesar Rp200.000. 

...dst. 

Pasal31 

ditetapkan sebagai berikut :
 
dst....
 
Tarif tersebut 20% [asa sarana Puskesmas, 50 % jasa
 
operator dan 30% jasa asisten dan masih ditambah dengan
 
biaya obat-obatan dan bahan habis pakai eiFlaikk61Fl
 
FFl61I<siFFlal 29% dari harga pembelian.
 

Pasal32 
(1)	 Tarif pemeriksaan Radiologi yang harus dibayar 

adalah sebagai berikut : 
a. Pemakaian Alat : 

I.	 Kelas I : Rp. 20.000,
2.	 Kelas II : Rp, 15.000,
3.	 Kelas III : Rp. 10.000,

b.	 Tarif tersebut ditambah harga film serta biaya bahan 
rtan b~han ~e~okteran habis pakai se~esar harg~ I 

Il~ 1_ pembelian Otflalkkan ~s% (awa piol!wh lima pOiSCll, I 
gilw61F 961l:laFl kQQekt9FiilFl G1lI9Gigi. 

4
 

b.	 Rawat inap 
1.	 Kelas I 

a) Jasa Sarana Rumah Sakit 
b) Jasa DokterNisite 
c) Jasa Perawat 
d) Jasa Penunjang/Kebersihan 

2.	 Kelas II 
a) Jasa Sarana Rumah Sakit 
b) Jasa DokterNisite 
c) Jasa Perawat 
d) Jasa Penunjang/Kebersihan 

3.	 Kelas III 
a) Jasa Sarana Rumah Sakit 
b) Jasa DokterNisite 
c) Jasa Perawat 
d) Jasa Penunjang/Kebersihan 

c 

d. 

e. 

(1) Tarif untuk tindakan pertolongan persalinan per pasien I (1) 

Rp100.000 
Rp30.000 
Rp30.000 
Rp30.000 
Rp10.000 
Rp75.000 
Rp20.000 
Rp25.000 
Rp20.000 
Rp10.000 
Rp50.000 
Rp10.000 
Rp20.000 
Rp15.000 
Rp5.000 

Penggunaan kamar bersalin sebesar tarif rawat inap 
yang ditempati/dipilih 
Penggunaan ruang perinatal untuk bayi (umur dibawah 1 
bulan) yang sakit sebesar tarif rawat inap yang ditempati 
Tarif pengurusan jenazah ditetapkan sebesar 
Rp200.000. 

Pasal31 
Tarif untuk tindakan pertolongan persalinan per pasien 
ditetapkan sebagai berikut : 
dst..; 
Tarif tersebut 20% jasa sarana Puskesmas, 50 % jasa 
operator dan 30% jasa asisten dan masih ditambah 
dengan biaya obat-cbatan dan bahan habis pakai dari 
harga pembelian. 

Pasal32 
(1) Tarif	 pemeriksaan Radiologi yang harus dibayar 

adalah sebagai berikut : 
a.	 Pemakaian Alat : 

I. Kelas I	 : Rp. 20.000,
2. Keias Ii	 : Rp. 15.000,
3. Kelas III	 : Rp. 10.000,

b. Tarif tersebut ditambah harga film serta biaya bahan 

5
 

Telah sesuai dengan UU No 28 
Tahun 2009. 
Pasal 31 ayat (1) dlsempurnakan 
dengan menghilangkan 
penambahan harga sebesar 25% 
karena sesuai dengan prinsip 
penetapan tarif retribusi jasa 
umum. Pengenaan tarif retribusi 
memperhatikan biaya penyediaan 
jasa yang bersangkulan dan tidak 
mencari keuntungan 

Pasal 32 ayat (1) huruf b 
disempurnakan dengan 
menghilangkan penambahan 
harga sebesar 25% karena 
sesuai dengan prinsip 
penetapan tarif retnbusi jasa 
umum. Pengenaan tarif 
retribusi memperhatikan biaya 

dar: ba.han kedckteran habis pakai sebesar Ilarga I penyedi?a~ ja~Ci y.a.ii~ 
pembelian. I oersanqxutan can tidak 

mencari keuntunaan 

I 
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Pasal34 
(3)	 Mobil Ambulance 

Tarif jasa penggunaan mobil ambulance yang harus 
dibayar sebagai berikut : 
a" Dalam wilayah Kecamatan : Rp, 1gg.ggg, 
8, J;:)ilwar 'Hila~al:l 1(;8G6lFRataA QiteFltl~kaFl ee~e6ar ~arsa 1 

(eatw) -liter pre~i~JII~ per kileFFl8ter, QitaFR9a~ 9ia~a 

l!lat:laFl I!lakar MiFl~6lk, A~a9ila jaFaI< ~aFl~ QiteFFl~IoIt:l 
kwraRS Elari 19 kR=l Elik8FlakaFl tarif FFliFliFRal s8gesar : 
R~, 1QO.gOg, , 

c.	 Bila memerlukan [asa pengantar, biaya per hari yang 
harus dibayar sebesar : 
I. Paramedis	 : Rp. 50.000,
2. Dokter	 : Rp, 200.000,

d.	 Dalam hal diperlukan dan karena keterbatasan 
sarana, maka mobil ambulance dapat difungsikan 
sebagai mobil jenazah. 

e, . I!liaya ~eFRakaiiilR FR8eil jSF!6Ii!al:! ata ... ···m99i1 
aFR8wl6lRS8 IoIRtwk FR8FlsaFlskIoIt j8R6Ii!611:l s888sar i 
1, QalaFR wilayaA K8SaFRat6lFl S8S8S6Ir Ellola kali t.uip 

61FR8l:llaRG8 IitalaFR KeS6lFFlataR 
~ Luar wilayah Kecamatan sebesar dua kati tarip 

ambulance luar Kecamatan. 

Idasal 48 

Pasal41 
(1)	 itFWktWF t9Fif liIi~919RSk9R ti8FS86iilfl(iilR Ji91iil')'ilIReR )leRS liIi~8FiklilRi 

leka6iQw96 tiiiFl~WFl9R seR k8FF19FF1JiWQR FF196)llilFskiilt 
(2)	 RelFiew&i JieI9.,,9RiilR Ji9F6QAlJieRliIRlke981lliR8R 689869F i 

a.	 perumahan di JI. ProlokolJProvinsi sebesar Rp10.0001bin; 
b.	 perumahan di JI. Kabupaten sebesar Rp 7.500 I bin; 
c.	 komersil : 

Pasal 34 ayat (3)Pasal34 
disempurnakan dengan 

Tarif jasa penggunaan mobil ambulance yang harus 
(3)	 Mobil Ambulance 

menghilangkan huruf b dan e, 
dibayar sebagai berikut : disarankan penghitungan tarif 

penggunaan ambulancea.	 Dalam wilayah Kecamatan: 
berdasarkan jarak tempuh dan1.	 Jarak sId krn sebesar Rp ... 
jasa pendamping agar2.	 Jarak sId km sebesar Rp .. 
disesuaikan dengan3.	 Jarak sId km sebesar Rp .. , 
pendamping pada Rumah sakitb.	 Diluar wilayah Kecamatan: 

1. Jarak sId km sebesar Rp ..
 
2, Jarak sId km sebesar Rp .
 
3.	 Jarak s/d km sebesar Rp .. 

c.	 SUa memerlukan jasa pengantar, biaya per hari yang
 
harus dibayar sebesar :
 
1.	 Paramedis: Rp ...... 
2.	 Dokter : Rp ...... 

d.	 Dalam hal diperlukan dan karena keterbatasan
 
sarana, maka mobil ambulance dapat difungsikan
 
sebagai mobil jenazah.
 

Pasal 36 dihilanqkan karena 
pelayanan kesehatan dilakukan 
selama 24 jam, dengan sistern 
shift 

Pasal 41	 I Pasal 41 disempurnakan 
Struktur dan besarnya retribusi pelayanan persampahan/kebersihan 
ditetapkan sebagai berikut: 
a.	 perumahan di JI. ProtokollProvinsi sebesar Rp10.0001bIn; 
b.	 perumahan di JI. Kabupalen sebesar Rp 7,500 I bin; 
c.	 komersil : 

pertokoan Rp. 1.000 I hari:
 
-
pertokoan Rp. 1.000 I hari;	 , mini Market Rp. i .000 I han; 

mini Market Rp. 1.000 I hari;	 pasar Tradisional Rp. 500 I hari; 
pasar Tradisional Rp. 500 I hari;	 d. perkantoran: 

d perkantoran: rumah sakil swasta Rp 10 000 I hari' 
I I I rumah saku swasta Rp. 10.000 I hari; I klinik swasta Rp. 5.000 I hari; I I 

klinik swasta Rp, 5.000 I hari; I perusahaan swasta, SUMO dan BUMN Rp.5.000/hari LI_ I I. perusahaan swasta, SUMD dar> qU_M....:N----'-R.:.J:p:..:... ....:5:....:..-=-00-=-0=-Ih....:a:::.n:....:...~. _ ____'_. _ J 
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Pasal46 
(1)	 Retribusi Biaya cetak Kartu Keluarga (KK): 

a. Biaya cetak KK Nasional WNI . Rp. 3.000,~ 

b. Biaya cetak KK Nasional WNA Rp. 20.000,-. 
(2)	 Retribusi Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) : 

a Biaya cetak KTP Nasonal WNI Rp. 2.000,
b. Biaya cetak KTP Nasional WNA Rp. 20.000,
c. Biaya Pernbuatan Duplikat E-KTP WNI. Rp. 50.000,

(3)	 Biaya Cetak Kutipan Akta Catatan Sipil . 
a. Iiliaya PeA8a~ataR E1aA PeAsrsitaR ~\:j~i"aA Ak~a 

KelaRiraA: 
1.	 Vl.'~11 F¥olelesiRi iQ Rari... R". 21.ig". 
2.	 W~JA l;ieRsaR ~iQak ~8rlaF¥olsat .. R". ~g.ggQ. 

b.	 Retribusi Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan 
Akta Kematian : 

1.WNI........................................... Rp. 19.000,
2.WNA Rp. 30000" 

c. Retribusi Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta 
Perkawinan: 
1. WNI di dalam kantor .,.> Rp. 70.000. 
2.WNA di datam kantor Rp.265.000, 
3.WNI di luar kantor Rp. 100.000, 
4.WNA di luar kantor Rp.365.000,

d.	 Retribusi Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta 
Perceraian : 
1.	 WNI Rp. 65.000,
2.	 WNA Rp. 265.000,

e.	 Retribusi Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta 
Pengakuan Anak : 
1.	 WNI Rp. 65.000.
2.	 WNA .., Rp. 80.000,

~.	 Retrili;)~si iiaya PeAsata~aR gaR l2eAswl(~RaRa~Fa~ 

~et8FaA~aA PeAsaRska~aR AAal<: 
1. 'JV~J1 Rp. 1fi.gg", 
a.· 'JV~JA .... "..... Rp ~".gQQ. 

g.	 Retribusi Biaya Pencatatan Pengesahan Anak : 
t. WNI	 Rp. 10.000,
2. WNA.	 Rp. 20.000,· 

1:1.	 R8~ris'tlsi iiaya PeFl8ata~aA PeFW~aRQR :A.Aak : 

4 

Pasal 46 1. Pasal 46 disempurnakan dan 
Struktur dan besarnya tarif retribusi Biaya Cetak KTP dan disesuaikan dengan objek 
Akta Catatan Sipil ditetapkan sebaqai berikut. retribusi yang diatur dalam 
1. Biaya cetak Kartu Keluarga (KK):	 Pasal 43 Raperda 

a.	 WNI...... Rp. 3.000,- 2. Tarif retribusi untuk akte 
b.	 WNA .. '" '" ., Rp. 20.000,- kelahiran dihilangkan. 

2.	 Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) : karena berdasarkan UU No 
a. WNI	 Rp. 2.000,- 23 Thn 2005 bahwa 
b. WNA	 Rp. 20.000,- pembuatan akte kelahiran00 •••••••• "" 

c. Duplikat E-KTP	 Rp. 50.000,- gratis 
3. Biaya cetak Kartu Keterangan Bertempat Tinggal Rp......... 3. Setiap pelaporan peristiwa
 
4. Biaya cetak Kartu ldentitas Kerja	 Rp........ kependudukan dan peristiwa
 
5. Biaya cetak Kartu Tanda Penduduk Sementara Rp.... penting yang melebihi batas 
6. Kartu penduduk musiman	 Rp.... waktu dikenakan retribusi 
7. Biaya Cetak Kutipan Akta Catatan Sipil meliputi:	 yang sama dengan 

a. Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta	 pelaporan peristiwa 
Kematian: kependudukan dan peristiwa 
1. WNI Rp.19.000,	 penting yang tepat waktu, 
2.	 WNA Rp. 30.000,- namun dapat dikenakan 

b.Biaya	 Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta denda administrasi alas 
Perkawinan: keterlambatan tersebut, 
1.	 WNI di dalam kantor .. Rp. 70.000, sesuai dengan Pasal 89 dan 
2.	 WNA di dalam kantor Rp. 265.000, Pasal 90 UU No. 23 Tahun 
3.	 WNI di luar kantor Rp. 100.000 2006 tentang Administrasi 
4.	 WNA di luar kantor Rp 365 000.- Kependudukan 

c. Retribusi Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta	 4. Apabila Pemda akan 
Perceraian : menetapkan denda 
1. WNI Rp. 65.000,-	 administrasi atas 
2.	 WNA Rp. 265.000,- keterlambatan pelaporan 

d.Biaya	 Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta peristiwa penling agar diatur 
Pengesahan dan Pengakuan Anak : dalam pasal tersendiri dalam 
1. WNI Rp. 65.000.-	 raperda ini. 
2. WNA Rp. 80.000,- 5. Surat Keterangan 

e.Biaya Pencatatan dan Penerbitan Akta Ganti Nama bagi Pengangkatan anak, 
WNA	 Rp. . - perubahan anak, perubahan 

status kewarganegaraan. 
dan pencatatan pristiwa 
penting lainnya tidak 
termasuk objek Retribusi 
Penggantian Biaya Cetak 
KTP dan AKta Catatan Sipil. 

I I I 4.. :~;~~~) RJI. 8Q~~~?~ I I sesuai dengan Pasal 113 UU I
 
L I I 2.. ,PJ,. Rp. 7Y.YWQ, I I No. 28 Tahun 2009. I
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6.	 Pada ketentuan tarif dilambah 
larif atas akta ganti nama WNA, 
sesuai dengan Pasal 113 UU 
No. 28 Tahun 2009. 

Pasal 61 disempurnakan 

Pasal 66 ayat (2) huruf a 
disempurnakan mejadi "uji 
berkala pertama". 

J 

2 3 4 

. . '9 P9F1Gat6ltOiFl P8FW~QRQFI atQtW8. ~8tFifiw81 I!llay . 
10 8S61F961A ,

K8wargaFi
R ~ g ggg, 

\"~lI~, Q . ..t ;.., ~. ':'::... P.";,•••';:;'I'l'If 'Q P8Fl@9tet9F1 8 ~~L .1 g,g ,t lay u'" ", .. , 

,. 1, 'A'~11 "'~"'~g:ggg, 
\"~I4, . ~.LV j 

(1) 
Pasal61 

~trlolktlolr tarit Eili!t919RskaR 9E1rEilasarkaR j8Ris fasilitas yaR~ Struktur dan besarnya 
Pasal61 
tarif retribusi ditetapkan sebagai 

siselsRskeR ·88F8e8eFkaR ""8Rie Struktur dan besarnya tarif retibusi ditetapkan sebagai 
K8R88f89R yeRS 8illlji 88R frekweR8i 1i8RSwji9R. berikut: 

€2~ "trbll«l5If 98R··· Qe&9FFlY9 refif· Retri8101si sitElt8likeR a. uji berkala pertama: 
8968S8i 98Filu:lt : 1. mobil penumpang Rp. 25.500,
a. uji pertama : 2. mobil bus I truck Rp.31.000,

1. mobil penumpang Rp. 25.500, 3. kereta I mobil gandeng Rp. 28.000,
2. mobil bus I truck Rp.31.000, 4. kereta I mobil tempelan Rp. 28.000,
3. kereta I mobil gandeng Rp. 28.000, b. uji berkala : 
4. kereta I mobil tempelan Rp. 28.000, 1. mobil penumpang Rp.23.000,

b. uji berkala : 2. mobil bus I truck Rp. 28.500,
1. mobil penumpang Rp.23.000, 3. kereta I mobil gandeng Rp. 25.500,
2. mobil bus I truck Rp. 28.500, 4. kereta I mobil tempelan Rp.25.500,
3. kereta I mobil gandeng Rp. 25.500,

I I I 4. kereta I mobil tempelan Rp. 25.500, ! 

terEiliri eaFi pelataraR, lEIs, kies,I"'as lekasi eaR jaRska waktlol berikut: 
peR:lakaiaR. 

(2) ~tr",l~t",r eaR ~esarRya taFitEilitetal')kaR S89a~ai gerik",t: 

Jenis Bangunan 

a Kios 
~ Permanen 
- Semi Permanen 

b. Los 
• Permanen 

- Semi Permanen 

c.p'~?laran 

(1) "tFllIl~wr t9Fif 

Luas 

3x2,3x3.3><4 
3x2,3x3,3><4 

2x3 

3x3 

2x3 

Pasal66 

Tarif l 
Rp :OOO.-Ih'
Rp. 2.000,-lhr 

Rp. 1.000,-lhr 
~~, 1.gQQ, IRr 
Rp. 1.000,-lhr 

Rp'_50Q~~ Ihr.~ 

Jenis Bangunan 
-~--_.~"-~.-

a. Kios 
- Permanen 
- Semi Perrnanen 

b. Los 
• Permanen 
- Semi Permanen 

c.	 Pelataran 

Luas
 

3 x 2 , 3 x 3, 3 x4
 
3 x 2 " 3 )( 3, 3 1( 4
 

2x3 
3x3 

2x3 

Pasal66 

Tarif~1 
- fhr 

Rp 2000,- fhr . 

Rp. 1.000,- fhr 
Rp. 1.000,- fhr 

Rp. SOO,·/l1r 

I 
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-00	 I I No I Jenis 1 Ukuran . TantRetribu 
II 1 I nry Chemical I 0,5 Kg sId 5 Kg Rp12.000 

tltlk alar I HP1:l.UUU I I 3. 
litikalat I Ro16.000 II 4. 

RAWiiOlR 18k.u.i	 I I 5. 

Rp13.0005 Kg sid 10Kg 
Rp13.00010 Kg sId 40Kg 
Rp14.00040Kg sId 100 Kg 
Rp11.000Pertitik alat 

Pertitik alat Rp11.000 
Rp12.000Pertitik alaI 
Rp16.000Pertilik alat 

Pasal81 
StfliilttWf S8M 88GQFRya TQrif Rilriinllsi PSRYllUiis8R 
9819Jataw P8RY898tSR 8891sIo1 881iilessi 68f"ikwt : 
1. Pelayanan Penyediaan I Penggunaan Kakus : 

a. Buang Air Besar Rp. 2.000,- I Sekali Pakai 
b. Buang Air Keeil Rp. 1.000,-1 Sekali Pakai 
e. Mandl	 Rp. 2.000,- I Sekali Pakai 

2. Pelayanan penyedotan KakusfTinja pada: 
a.	 Perumahan/Rumah Tinggal :Rp. 150.000,-1 M3 

b.	 Bangunan Sosial terdiri dari Rumah Ibadah, 
Sekolah, Panti, Kantor: Rp. 75.000,-1 M3 

e.	 Bangunan Komersil. 
1)	 Rumah Makan, Toko, Rumah Toko, Apotik, 

Bengkel, Salon, Barber Shop, Praktek Dokter, 
Balai Pengobatan Rp. 200.000,· I M3 

2)	 Wisma, Gudang, Industri, Bioskop, Pasar 
Swalayan, Terminal Rp. 300.000,-1 M3 

d.	 Hotel:
 
1) Cottage, Melati, Losmen/penginapan Rp.
 

200.000,- /rvp 
2) Berbintang Satu sid Dua Rp. 300.000,-/M3 

3) Berbintang Tiga sid Lima p, 400.000,-/M3 
I 3. Penyediaan Tempat Pembuangan IPengolahan TlnJa 

I 

Pasal81 I Pasal 81 disempurnakan 
Struktur dan besarnya Tarif Retribusi ditetapkan sebagai 
berikut: 
1. Pelayanan Penyediaan I Penggunaan Kakus : 

a.	 Buang Air Besar Rp. 2.000,-1 Sekali Pakai 
b.	 Buang Air Kecil Rp. 1.000,-1 Sekali Pakai 
e.	 Mandi Rp. 2.000,-1 Sekali Pakai 

2 Pelayanan penyedotan KakusfTinja pada: i 
a. Perumahan/Rumah Tinggal :Rp. 150.000,-1 M3 

b. Bangunan Sosial terdiri dari Rumah Ibadah, 
Sekolah, Panti, Kantor: Rp. 75.000,-1 M3 

c. Bangunan Komersil. 
1) Rumah Makan, Toko, Rumah Toko, Apotik, 

Bengkel, Salon, Barber Shop, Praktek Dokter, 
Balai Pengobatan Rp. 200.000,-1 M3 

2) Wisma, Gudang, Industri, Bioskop, Pasar 
Swalayan, Terminal Rp. 300.000,-1 M3 

d. Hotel: 
1) Cottage, Melati, Losmen/penginapan Rp. 

200.000,- iM:l 
2) Berbintang Satu sid Dua Rp. 300.000,-/M3 

3) Berbintang Tiga sid lima p. 400.000,-/M3 
I i 

.3. Penyediaan Tempat Pembuangan tPengolahan IInJa I I 
yang	 disediakan oleh Pemerintah Daerah ~ ________---I!_..:.:jM:.::..:a~~_g_d_iS_e_d_ia_k~anoleh Pemerintah Daerah RP.30.000'-1 
88kw199~ Rp.30.000,-/M3 

I 
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Pasal 96 
Tarif retribusi pelayanan pengendalian menara 
telekomunikasi ditetapkan 88688SFIlq, dari nilai jual objek 
pajak (NJOP) tem~st tewer #wberEliri ber8sssrl1sA 
persmeteF sebagai berikut: 
a.	 Berdasarkan Zonasi Persebaran Menara 

Telekomunikasi 

~--

Parameter Nilai (%) 
Kawasan Bandar Udara dan Hutan 0,5 
Lindung 
Kawasan Pariwisata 1 
Kawasan Industri 1,5 

·~_=,~T_""~ 0'_	 ------~._._.,,_.-

Kawasan hunian	 2 
b.	 Berdasarkan Jenis Penempatan Menara 

Telekomunikasi 
c--'--~"~~--Parameter---~'~"-'~--~--'-~IaI(%) 

Rooftopdi atas 6 meter 1 
Freen Field i

--==~~ 

c.	 Berdasarkan Pengguna Menara Telekomunikasi 
Parameter NilaiW;) 

I	 I ~ara de!l9§.'!1Q~E:r~JQr 0,5 
Menara denoan 2 operator 1 
Menara denqan 3 operator 1,5 
Menara denoan lebih dari 3 operator 2 

d. Berdasarkan Kepadatan Penduduk 
I	 Parameter Nilai (%) 

Rural 0,5 
Rural Urban 1 
Sub Urban 1,5 
Urban 2 

7 I Wilayah	 Pasal98 
Pemungutan	 Wtlayan·· ~ml:llRswtan Retribusi Jasa Umum iiilaliih EM 

t@m~8t l~esist8R ~els"8R8R "8Rg EliieleRsssFsl't8R 
Pem8FiRtsR QS8rsR &SI8Rl wilavah Kabuoaten Tulana 

4	 5 

1. Telah sesuai dengan UU No.Pasal 96 
28 Tahun 2009.

Tarif retribusi pelayanan pengendalian menara 2 Dasar pengenaan relribusi 
telekomunikasi ditetapkan berdasarkan persentase dari pengendalian menara 
nilai jual objek pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan	 telekomunikasi adalah NJOP 

PBS bangunan menara tidakMenara Telekomunikasi dengan ketentuan sebagai 
termasuk tanah atau bangunan

berikut: tempat berdirinya menara 
a.	 Berdasarkan Zonasi Persebaran Menara tersebut. 

Telekomuni kasi 
Parameter Nilai (%) 

Kawasan Bandar Udara dan Hutan 0,5 dari NJOP PBB 
Lindung Menara
 
Kawasan Pariwisata .- 1
 
Kawasan Industri 1,5
 
Kawasan hunian 2
 

b.	 Berdasarkan Jenis Penempatan Menara 
Telekomunikasi ,	 C'·'·"""'" ••---.--.-;)---....-. 

Parameter Nilai (%
 

Rooftop di atas 6 meter 1 dari NJOP PBB
 
Menara
 

I--Freen Field 2
 
c.	 Berdasarkan Pengguna Menara Telekornunikas 

Parameter Nilai (%) 

Menara dengan 1 operator 0.5 dari NJOP PBB 
Menara
 

Menara denqan 2 operator 1
 
Menara dengan 3 operator 1,5
 
Menara dencan lebih dari 3 operator 2
 

d.	 Berdasarkan Kepadatan Penduduk 
Parameter Nilai (%)
 

Rural 0,5
 
Rural Urban 1
 
Sub Urban 1,5 

-~
 

Urban 2
 

Pasal 98 Pasal 98 disempurnakan 
Retribusi Jasa Umurn dipungut di wilayah Kabupaten 
Tulang Bawang Barat. 

JI I IBawang Baral. I	 I 

I 



HI 
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3	 4 

Pasal 99 Pasal 99 I Pasal 99 disempurnakan 
Pemungutan dan pembayaran Retribusi tidak dapat (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. 
diborongkan Ke~asa PiRal< Keti"a (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat 
Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Ketetapan Retribusi Oaerah (SKRD) atau dokumen lain 
Retribusi Oaerah (SKRD) atau dokumen lain yang yang persamakan. 
persarnakan (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana 
Dokumen lain yang dipersarnakan sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcls, kupon, dan 
pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu kartu berlanqqanan. 
berlanqqanan. (4) Pengaturan lebih lanjut tata cara pemungutan dan 
Pengaturan lebih lanjut tata cara pemungutan dan pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati. 
pembayaran diatur dengan Peraturan BupatL 

Pasal 100	 Pasal100 I Pasal 100 disempurnakan 
dengan menambah 1 (satu)(1)	 Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunal/lunas. (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi 
ayat baru yaitu ayat (3) 

kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi I (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat
terhutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang lambatnya 15 (lima betas) han sejak diterbitkarmya 
dapat dipertanggungjawabkan.	 SKRD atau dokumen lain yang dlpersamekan. 

(2)	 Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin sekaligus. 

(3)	 Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, 
angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi akan 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 101 dihilangkan, karena~a&aI1Q1 
telah diatur di cara mencukur 

I tingkat penqqunaan -jasa, I 
(1)	 Q8SaF'Rya R8triewsi yaR~ tSF'wtaR" 8j~itwRS e8F'l~aSaFkaR 

fierk31i6lR 61Fllara tiR~I<at ~eFlg~wRaaR ja€61 98Fl"61R tarif 
Retri8wsi 

~)	 TiR"kat f:18Rs"wRaaA jasa se8a"aiFRaRa 8imaksws paEla 
ayat (1) aaalaR jWRllaR PSFlsswFlaaR jasa yaR~ aijaElikaR 
gasar alekasi e8~aR eiaya yaA!iJ Elipikwi P8FR8riRtaR QaeraR 
wRtwl( ~8RyeleRggaFaaR jasa yaFlg ~ersaRgl(wtaR, 

Pasal 1QQ 
(1)	 P8FRBayaraA ~etri~wsi yaRS tSFwtaRS RarW& QilwRasi 

sekahgws. 
(~)	 R,stri~",si yaFl!J. t8~wtaA~ ElilwA6Isi selam8at laRlBatFlya 1li 

(h~a~9Ias), !:lan s9jak Ellt8r~itkaRRya iKRQ, ataw Elekwm8R 
laiR yaFlS ElI~srsaFRakaR. 

(~)	 QilHiGWalikaR sari keteFltwaFl seBagaim611~a eliR=lakswei salam 
avat (2'" alar ~Qml3ayaFaA_....-=--ar-If~ k' - ,.(' t ..'9-I ...., _ _ retf:~i a t ·Qfl', J 'Uit 

~ 

(4)	 Tata sar.a ~9R:l~ayaraR, p9RyeteraR, teR=lpat pSFR~ayaraA 

dengan adanya penghilangan 
pasal urutan pasal selanjutnya 
menyesuaikan 

Pasal 109 dihilangkan, karena 
sudah diatur dalarn Pasal 100 
Raperdaa dan urutan pasal 
selanjutnya menyesuaikan 

i ' RetFi~wsi aiat!lir IS9i!:l laRjut Q(iolR~aRPAra:C:RlJfla*i I	 I i

I I I (9) -~a&il peR:lWR~IJtaR R9tri~lo!Ej etiseterkaFl &OPeA:;:;;~&=KQ6 I	 Il 
I I QaeraR_ ._ _" I	 I 
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5 

2 

1 2 3 4 

9 Penagihan 

10 I Ketentuan
 
Peralihan
 

11 Ketentuan Penutup 

j i 

Pasal110 
(1)	 Tata Cara Penagihan Tunggakan Retribusi Qi9W6l~ 

~A=f'flem98ri Swrst ts~~r8A at~ ebiF6It PSriR8QtQR 
at9w 8tiFeM lain ~8Ag8sj8fli8, eil(slbiarl(SR·7 (twjWR~ 

s8jal( 8618t jatwR temJiEl pSm6Q~QF8n. 

(2)	 Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal 
Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain 
yang sejenis disampaikan, wajib Retribusi harus 
melunasi Retribusi yang terutang. 

(3)	 Surat teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang 
sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang dituniuk. 

Pasal 118 
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang 
masih terutang sebelum Peraturan Daerah ini 

. d~tetapkan ma~ih dapat ditagih selama jangka waktu i 
I ~ tahun sejak saat terutang. 

Pasal119 
~	 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini 

sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati &61A8i89~~9il(en l(e~Q&e 
ORR!;} KQ8Wpet8A; 

(2)	 Dengan berlakunya peraturan ini, maka segala 
ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini 
dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Pasal 110 disempurnakan Pasal110 
dengan menambahkan 

bayar dilakukan dengan menggunakan STRD 
(1)	 Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang 

(dua) ayat baru yang 
dengan didahului Surat Teguran/Peringatan/Surat mengatur tentang penagihan 
lain yang sejenis. retribusi 

(2)	 Surat Teguran sebagai awal tindakan penagihan
 
retribusi terutang diterbitkan oleh pejabat yang
 
berwenang segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh
 
tempo pembayaran.
 

(3)	 Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal
 
surat teguran dikeluarkan/diterima, wajib retribusi
 
harus melunasi retribusi yang terutang.
 

(4)	 Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis
 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan
 
oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
 

(5)	 Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran
 
diatur dengan Peraturan Bupati.
 

Pasal 118 I Pasal 118 disernpurnakan
 
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi
 
yang masih terutang sebelum Peraturan Daerah ini
 

I ditetapkan masih dapat ditagih selarna jangka waktu 3 
i (tiqa) tahun sejak saat terutang. 

Pasal 119	 IPasal 119 disempurnakan 
(1)	 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah
 

ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan
 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
 

(2)	 Dengan berlakunya peraturan ini, maka segala
 
ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini
 
dinyatakan tidak berlaku lagi.
 

i	 I 
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1 2 

12 I Pengundangan 

Lain-lain 
13 I Penjelasan 

" 

3 54 

Diundangkan di Panaragan Penulisan nama jabatan yang 
pada tanggal 2012 

Diundangkan di Panaragan 
mengundangkanpada tanggal 2012 
disempurnakan
 

PIt. SEKRETARIS DAERAH,
 PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 
TULANG BAWANG BARAT, 

PAHADA HIDAYAT PAHADA HIDAYAT 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG I LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG 
BARAT TAHUN 2012 NOMOR .... BAWANG BARAT TAHUN 2012 NOMOR ..... 

Pasal 10 Pasal 10 Penjelasan disempurnakan, 
Ayat (1) penulisan penjelasan pada Cukup Jelas 

Cukup Jelas. Pasal11 setiap pasal tidak perlur', I"I" Ayat (2) _ Cukup Jelas ~memakai kalimat "ayat"
Cukup Jelas. Pasal 12 cukup "Pasal ... " saja 

L-_"__ "
j 

. Dan seterusnya ____ _ Cukup Jelas _
"'~"~-~-----~-~-~-"--- -- ---- - .

GUBERNURLAMPUNG
 

ttd
 

SJACHROEDIN Z.P.
 



-- --

LAMPIRAN II	 KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR : G/340/B.III/HK/2012 
TANGGAL : 11 APRil 2012 

HASIL EVALUASI
 
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
 

TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
 
""-

~..
 

No
 Materi Raperda Rumusan Raperda 

3 

bahwa kebijakan Retribusi Daerah pada umumnya dan 
Relribusi Jasa Usaha dilaksanakan berdasarkan prinsip 
demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta 
masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan 
potensi daerah; 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalarn huruf a, huruf b dan huruf c, perlu mernbemuk 
Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha

P9F6ItloiraR P8r:R8riRtal:l ~J9r:R9r 79 TaRloiR ~QQi t8F1tiiRS 
P9Q9R:liiA P8r:R~iR6IaR saR PeAsawiisaR P8F1Y818F1SSiirii6lFl 
P9r:RiriFitaRaFi Qii9ral:l (b8~9ariiR ~18sara R8Plollillik 
IR99RiSia TaRwR ~g9i ~19R:l9r Hili, Tar:R~aRaR beFR9araR 
~J9sarii R9~1oI91ik IAQ9R86ia ~J8mer 489~); 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nemor 
36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 T8RtaRS Per1ol9aR6IR 
Atas P8ratwraR P9R18FiRtal:l ~18R:l8r:.l7 Tal:lwR 1Qia +8AtaRS 
Pelak661RaaR I(ita9 URgaRS UR8aRS Iall.ll<l.IFR AS6IF6I Pi8aRa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nornor 
90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5145); 
PeFatlolr6lR P9ffleriRtal:l ~19FR8F 79 TaRloiFi ~gg9 t8RtaRs 
P9Q8FRiiR P9FR9iAaaR 8aR P8A~aWa&aR PQRYRIQR9~a~aR 

PeFReriRtaf:laR Q6I9ral:l ~b8FJl961raR ~18sar:a R9pW91ik 
IR88R9&i61 Taf:ll.lR :.lQQi N9ffleF Hili, TaFR9aRaFi beFR9araR 
~leS6lra R9f3Wt.llik IR89R9sia ~JeA:18r 4iQ3): 

Rumusan Penyempurnaan
 
1
 2 4 

1 Diktum Menimbang b. b.	 bahwa kebijakan Retribusi Daerah pada umumnya dan 
Retribusi Jasa Usaha pada khususnya dilaksanakan 
berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan 
keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas 
dengan memperhatikan potensi daerah; 

d.	 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 
membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa 
Usaha; 

d. 

2 Dasar Hukum ~·t -
Mengingat 

I I 
12. 12.	 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nemor 3258) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 5145); 

140 -

L~_I 

Keterangan 

5 

Diktum menimbang
 
disempurnakan dan pada akhir
 
kalirnat hurut d diakhiri dengan
 
tanda baca titik kama (;)
 

Dasar Hukum mengingat 
disempurnakan sesuai hirarki 
peraturan per-Uuan dan setiap 
kalimat diakhiri tanda baca titik 
koma (;) 
Angka 12 disempumakan 

Angka 11, 14, 16, 17, 18 dan 
angka 22 dihilangkan karena 
tidak ada keterkaitan dengan 
obyek Raperda 

1	 --' 



------
---1 2 

I 

3 Diktum Memutuskan 

4 Ketentuan Umum 

2 
.-.~-_.-_._-

---~-

543 

18. P9r61t~raR Pe~9riRtaR ~J9FR9r 41 TaR~R ~g97 t8RtaR!!J -
OrgaRisaei PeraRskat Q61eraR ( beR:lBaraR ~Jesara RewBlik
 
IRQ9Reeia Ta~wR ~9g7 ~J9R:l9r i~, TaFR9aRaR b.9FR9araR
 
~Jesara R9~wslik IRQ9R96ia ~J9A:19r 4787);
 

H P9ratwraR Pe~9riRtaR ~J9FR9r iii Tal:n'lR ~g1 0 t9RtaR!!J -
P9r~l;laRaR atas P9ratwraR P8FR8riRtat:l ~JSFReF 98 TaRwR
 
200B t9RtaRS ~iet9R=! IR#9rlAasi K9waRgaR QasraR
 
(b9FRSaraR ~lesaFa R8~W9Iil( IR~9Re6ia Ta~wFI ~g1 9 ~Je~9r
 

11g, TaFRsal:laFl beR'lSaraR ~18sara R8FilW9Iil( IFlQ9R9Sia
 
~19FR9r B1lifi);
 

19. P9ratwraR M9Rt8ri QalaR=! ~J8S8ri ~19R=ler 1 ~ Tal:lwR ~ggi -
teRtaRS Pe~9R=laR P9RS9181aaR K9waRsaR Qa9rilR
 
s9BilsaimiRa telal:l eiwsal:l ~8RsaR PeratwraR MeRt9ri
 
QalaFR ~J9seri ~19R=l9r l;iQ Tal:lwR ~997 t9RtaRS P9rwBal:laR
 
atas P9ratwraR MeFlt9ri QalaFR ~Jsseri ~18M8r 1d Tal:lwR
 
~09i teRt6lRS P8Q9maR P9RselelaaR KewaRsaR Qa8rit:l;
 

~~. P9ratwraR Qaeral:l K6lBW~ateFl TlllaRS Qa\;t'iRS Qarat ~19FR9r Angka 22
 
14 Tal:H-JR 2Q11 t9RtaRS ARssariFl P9FH;ja~ataR eaR lie!aRja
 
Qaer6l~ 1=at:!WR ARssar6lR ~01~ (b9"'BaraR Qaerill:l
 
KaswFilat8R TwlaFlS QawaRS Qarat TaRWR ~g11 ~18FR9r 14,
 

w6lRSTaFR8iill:laR beR:l9.uaR Qaeral:l Ka9w~at9R TwlaRS Qa

Qarat ~J8FR8r 1B).
 

MEMUTUSKAN :
 Setelah Kata "MEMUTUSKAN". 
penulisan titik dua (:) tanpa 

I I spasi 

MEMUTUSKAN: 

I 
Angka 6 dihilangkan dan Angka i.	 AFlssaraFl PeFlEja~ataR Q81aRja Qaeral:l a~alal:l ARssarilR -
27 disempurnakan
 

Qafat.
 
~ Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya Qapat
 

P9R~aFilataR QaR QelaRja QaeraR Kasw~at9R TwlaRS QawaRS 

27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya
 
disebut SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang
 disebut SK RD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang
 
menentukan besarnya pokok Retribusi.
 menentukar besarnya pokok Retribusi. 

Pasal 2 digabungkan dengan 
R8triBwsi ~iUiil 6h.al:l. laQalal:l R9tFiBwsi yeRS EjipWRswt atss 

Pagal ~ -
Pasal 1, dengan adanya 

pelayaFlaR yaFlS Ejis9Ejiak61Fl 6ltaw ~i98rikaR 81el::l PeFR8riRtal:l perubahan maka urutan nomor 
Qasrat:! ~eRsaFl R=l8RsaRwt ~riRsi~ 1(8FR9r6ial yaRS FR81i~wti : dan pasal selanjutnya 

disesuaikana.	 ~9layaRaFl ~eFlsaFl R=leFlSSWRakaR/M9R=l61Rt'aatkaFl kekayailR 
Dasiah )"ans l:i&hPJiFM iiitt-idRfailtk3R 6B6ari 8fjtli+idi; iClaR/ataw 

B.	 p91ayaRaFl 81el:l Pe~eriRtal:l Qa8Fal:l ee~aRjaRS gehJFR
 
EjiS8Qiak8R &88ara FR8R=l8Qai 818R ~iRak s'IJOista.
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INO Jenis Indek Luas Tarif Jangka 
Waklu 

--~ ~~..~ 
Pemakaian

i---
32 - 40 M~1 Rumah PB 4 4000 1~ ~wlaFi 

Toko 
B 3 32· 40 M~ 3500 1~ ~wlaFi 

C 2 32 - 40 M" 3000 1~ QwlaFi 
~_.-I--

S 1 32 - 40 M< 2500 1~ ~wIQFI 

2 Toko PB 4 24 - 30ML 4000 1~ ~wlaR 

B 3 24 -30M" 3500 1~ iwlap 

C 2 24 - 30 M''' 3000 1~ ~wIQFI 

S 1 24 - 30 ML 2500 1~ ~wIQFI 

3 Kios PB 4 12 - 24 M" 4000 1~ ~WlilFi 

B 3 12 - 24 ML 3500 1~ iwlQFI 

C 2 12 - 24 M- 3000 1~ ~WlilFi 

S 1 12 - 24 ML 2500 1~ ~1oI1i1F1 

4 Los PB 4 6 -12 M" 4000 1~ ~loIhilR 

8 3 6 -12 M" 3500 1~ ilollQR 

C 2 6 12 M~ 3000 1~ ~WlilFi 

S 1 6-12 M" 2500 1~ QwlaR 

~ ..-
4 

Pasal28 
Tingkat Penggunaan Jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga 
diukur berdasarkan Jenis Ternpat, Lama Pemakaian Fasilitas 
tempat rekreasi dan olahraqa. 

Bagian,,", 
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 

Pasal.." , 
Tingkat penggunaan jasa penjualan produksi usaha daerah 
diukur berdasarkan jumlah dan jenis produksi usaha daerah. 

Pasal 14 
(1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas 

dan jangka waktu pemakaian. 
(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan sabagai berikut: 
No Jenis Indek Luas Tarif Jangka 

Waklu 
P",makaial'l 

32 - 40 M~1 Rumah PB 4 4000 Itahun 
Toko_~ 

3 32·40 M< 3500 Itahun 
-~ 

B 
C 2 32 - 40 M" 3000 Itahun 

S 1 32 - 40 M< 2500 Itahun 

2 Toko PB 4 24- 30 M" 4000 Itahun 
~-- ~_:~ 

3 I 24 _ 30 MeB 3500 Itahun 

C 2 24~ 30 M" 3000 Itahun 

S 1 24-30 M" 2500 Itahun 

3 Kios PB 4 12 - 24 M" 4000 Itahun 

B 3 12- 24 M" 3500 Itahun 

C 2 12-24 M" 3000 Itahun 

S 1 12 - 24 M" 2500 Itahun 

4 Los PB 4 6-12 M~ 4000 Itahun 

B 3 6-12 M" 3500 Itahun 

C 2 6-12 M" 3000 Itahun 

S 1 6-12 M" 2500 ttahun 

Letak Ruang Dagang terdiri dan: 
a. paling Baik (PB) letak ruang dagang yang menghadap 

ke jalan utama pasar; 

--~." 

5 
.~ 

2 3	 
~ 

5 I Cara Mengukur Pasal 28 disernpurnakan 
Tingkat Penggunaa n 

Pasal28 
Tingkat Penggunaan Jasa Ternpat Rekreasi dan Olahraga 

Jasa diukur berdasarkan Jenis Tempat, bwas Temjeat aaR Lama
 
Pemakaian Fasilitas tempat rekreasi dan olahraqa,
 

Ditarnbah 1 (satu) pasal yang 
mengatur cara mengukur 
tingkat penggunaan [asa 
pelayanan penjualan produksi 
usaha daerah. 

-

6 I Struktur dan Pasal 14 pada penentuan 
Besarnya Tarif 

Pasal14 
jangka waktu pemakaian agar 

Retribusi 
(1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas dan 

dikaji kembali pertahun !jangka waktu pemakaian 
perbulan karena setelah 

ditetapkan 
(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diperhitungkan tarif tersebut 
masih terlalu rendah 

sabaqai berikut : 

I 

Letak Ruang Dagang terdiri dan : 
a.	 Paling Baik (PB) letak ruang dagang yang menghadap
 

ke jalan utama pasar;
 
I 

I I L_ I I 
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1 2 3 

9 Sanksi Administrasi Pasal52 
Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayarkan 
tepat waktunya atau kurang bayar dikenakan sanksi 
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) 
setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau 
kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD 
GSA SiGSAwitlii 88RS9R iWFlM T9gWF8R,. 

10 Ketentuan Pidana Pasal 53 
(1)	 Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya 1(1) 

sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana 
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda 
paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang 
yang tidak atau kurang dibayar. 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 1(2) 

~~~,~,~--~-~~~~-----'~.~'~-'=-".~,-->-,---

54 

Pasal 52 disempurnakan 
Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayarkan 
tepat waktunya atau kurang bayar dikenakan sanksi 
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) 
setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau 

Pasal52 

kurang 
STRD. 

dibayar dan ditagih dengan menggunakan 

Pasal53 
Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan 
kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah 
diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan 
atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah 
Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. 
Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah pelanggaran. 
Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan penerimaan negara. 

Pasal 
dengan 
(satu) 
mengatur 
penerimaan 

53 
me

ayat 

d

disemp
nambah

baru 

enda 

urnakan 
kan 

ya
tentang 

1 
ng 

Pasal 54 
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang 

I Pasal 54 disempurnakan 

masih terutang sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan I 
masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun 
sejak saat terutang. 

Rat'sl iAf adalah pelanggaran. 
(3) 

11 Ketentuan Pasal54
 
Peralihan
 Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang 

masih terutang sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan 
masih dapat ditagih selama jangka waktu Ii (lime) tahun 
sejak saat terutang. 

12	 I Ketentuan Penutup I Pasal55 
tt1	 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini (1) 

sepanjang mengenai pelaksanaannya iit9tQjik9R 
dengan Peraturan Bupati i8R ai&Qf¥lfij8ik8A 1'9ji8~Q 

QP~Q K8&1lI1i8t9R. (2) 
(2)	 Dengan berlakunya peraturan ini, maka segala 

ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini 

I I ~ dinyatakan tidak berlaku lagi I 

Pasal55 I Pasal 55 disempurnakan 
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah I dengan menghilangkan ayat 
ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan (2) 
diatur dengan Peraturan Bupati. 
Dengan berlakunya peraturan ini, maka segala 
ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini 
dinyatakan tidak berlaku lagi. 

1 _ 
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1 2 3 4 

b. 8aik (8) Ietak ruang dagang yang menghadap jalan b. baik	 (8) letak ruang dagang yang menghadap jalan 
lingkungan pasar yang dapat dilalui kendaraan roda lingkungan pasar yang dapat dilalui kendaraan roda 
empat; empat; 

c. Cukup (C) letak ruang dagang yang menghadap [alan c. cukup (C) letak ruang dagang yang menghadap jalan 
sam ping pasar; samping pasar.dan 

d. 5edang (5) letak ruang dagang yang berada dalam d. sedang (5) letak ruang dagang yang berada dalarn 
lorong-Iorong pasar yang tidak dapat dilalui kendaraan lorong-Iorong pasar yang tidak dapat dilalui 
roda empat. kendaraan roda empat. 

(3) Tata cara penghitungan Retribusi pasar grosir dan/atau (3) Tata cara penghitungan Retribusi pasar grosir danlatau 
pertokoan sebagaimana j;!asal Q ditetapkan dengan pertokoan sebagaimana dalam Pasal 10 ditetapkan 
menggunakan rumus: Indek Letak Ruang Dagang (ILRO) x dengan menggunakan rumus: Indek Letak Ruang 
Luas Ruang Dagang (LRO) x Tarif Dasar Retribusi (TOR) x Dagang (ILRO) x Luas Ruang Dagang (LRD) x Tarif 
Jangka Waktu Pemakaian (JWP) :: Retribusi pasar grosir Dasar	 Retribusi (TDR) x Jangka Waktu Pemakaian 
dan/atau pertokoan. (JWP) =Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan. 

Pasal 33 Pasal33 
(1) iesBFFlya TaFif RetFiewsi wFltt.lk j;!eR:jwalaR j;!F9Qwkei Yeal:la 8esarnya Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 

Qaeral:l aElalal:l eelileear i q, diteta ~an sebagai berikut: 
No.(2) QOlR'" Ii 8e&tilraR tarif retri8101ei ee9asaiFR6IRa eiR:takewEi aya.t Jenis Proouksl Daerah Keteranaan I ant 
1. Hasil Pertanian:
 

1i8FelAS ~reEhllkei tSF6El9Wt.
 

(1) EliteAtwkaFl Elari AilBi lieearRya l:IarSB ~aeBr 9aFt 1:161&11 
Rp.. , .., a. Bibit . 
Rp...... 

,.. ... dst. 
b. Bibit . 

2. Hasil Perikanan 
a.	 Benih Ikan . 

Ukuran . Rp." . 
Ukuran . Rp . 

b. Benih Ikan . Rp . 
c. ...dst. Ro . 

3. ... dst. 

Penetuan Pasal36 Pasal 36 
Pembayaran, Tempat (1) Pemungutan ElaA ~e~IilByaFaFl Retribusi tidak dapat (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. 
Pembayaran, diborongkan kepaEla ~il:lBk ketiSB. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat 
Angsuran dan (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain 
Penundaan Retribusi Daerah (SKRO) atau dokumen lain yang yang persamakan. 
Pembayaran persamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana 

(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan 
pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu kartu berlangganan. 
berlangganan. (4) Pengatllran lebih lanjut tata cara pemungutan n,}(4) Pengaturan lebih lanjut tata cara pemungutan dan pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati. 
pembayaran diatur dengan Peraturan 8upati. 

Pasal 35 disempurnakan 
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1 2 3 

Pasal37 
(1) P9ROlsayaraFi retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas. 
(a) iwpati atablPejasat yaAS eitlolAjwk ea~at FR9R0198fikaR iziFl 

k8lila~a ':'/aji& f8triswsi IlIRtwk R018AsaAsewr retrislilsi 
terRwtaR~ ElalaR:l jaRSk; ','J'1kh,' t8R8AtW ~8RgaR alasaR yaRg 
Qa~at ~i~ertaRSSwRsja...JaskaR. 

Pasal ~g 

(1) Q8earAya Retriswsi yaAS tsrwtaAS SiAih,IRS serEilaearkaR 
psrkaliaA aRtara tiRskat peRggwRaaR jaea eSRsaR tarit 
R8tri8wsi. 

(2) . TiRgkat p8RSgwRaaR jasa s8sasaiROlaRa ~iJ;laksws ~aela 

ayat (1) asalaR jlllR:llal:l pSRSS WRaiiR jiiea yaRS sijasikiiA 
elasar alekasi 98saA 9iaya YiilRS siJiikwl P8FA8riRtal:l Qa9fit:! 
wRtwk JisRysl8R!UilaraaR jasa yaRS 99rsaAskllltaR. 

(4) Tata "ara jesFRSayaraR, ~SRY9t9FaA, t9FR,eat "9~sayaraR 
Retrislolei Eiliatwr Issif:l laRjwt s9RsaR P8FahiFaR 9w13ati. 

(8) ~aeil ~9R:lWRSWt6lR RetFislilei Eli6e'9rl~aFl S9,esRwf:lAya ke kas 
Qa8ri~. 

8 Penagihan Retribusi Bagian Kedua 
Tata Cara Penagihan Retribusi TerYtaR~ 

Pasal46 
(1) Tata Cara PSRasil:laR TWRssakaR Rstriswsi sia.....ali 

ElsRsaR FFl9R:lS9ri gwrat te§lwFaR atalll illirat P8FiRsat61R 
atiw sWFat laiR yaRS s9isRis, sikellllaFkaR 7 (twjWR) 6sjal~ 

eaat iatwl=l teFRpe ~8FR~ayaFaR. 

~2) QataROl jaRska waktw 7 (twjwf:l) ~aFi setelaf:l taR§lsal illiFat 
TsswFaR ataw iWF61t P9FiR!ijataA ataw iwrat laiR YaH~!ij 

eejsRis 61isaFR~aikaFl, waji~ R8tFisiolsi RaFws FR81wRasi 
R9tFiswei yaR!) t8FloltaRS. 

(3) 8. iwrat t9!ijwFaR, gwrat PsriRsataR ataw iwrat laiR yaR!ij 
68jsRie essa!ijaiFFlaFla siFRakswEi ~asa ayat (1) 
Elik91waFkaR el9R 9w~ati alau ~9ja~9t yaR~ ~i~I.lRjllk 

I I I 
I L I 

--~-~~~._-~._- 

4 

Pasal37 
(1)	 Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas 

pembayaran 
(2)	 Pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan selambat-Iambatnya..... hari sejak 
diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersarnakan. 

(3)	 Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, 
angsuran dan penundaan pernbayaran retribusi diatur dengan 
Peraturan Bupati. 

(4)	 Hasil pemungutan retribusi disetorkan seluruhnya ke Kas 
Daerah. 

-

BAS XIII
 
PENAGIHAN RETRIBUSI
 

Pasal.. ...
 
Tata Cara Penagihan Retribusi
 

(1)	 Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar 
dilakukan dengan menggunakan STRD. 

(2)	 Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) didahului dengan Surat Teguran. 

(3)	 Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis 
sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi 
dikeluarkan segera setelah 7 hari sejak jatuh tempo 
pernbayaran. 

(4)	 Dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal surat 
teguran/peringatan/surat lain yang sejenis Wajib Retribusi 
harus me!unasi Retribusinya yang terutanq. 

(5)	 Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat Yang 
dituniuk 

Tata cara penagihan dan penerbitan teguranl peringatan/surat 
lain vane seienis diatur denaan Peraturan Buoati. 

5 
-'-'-'"~--

5 

Pasal 37 disempurnakan, 
Pasal 38 dihilangkan karena 
telah diatur dalam Pasal yang 
mengatur tentang cara 
mengukur tingkat 
penggunaanjasa 

Pasal 38 dihilangkan 

Pasal 45 dihilangkan karena 
sudah diatur/digabung dalam 
Pasal37, Raperda 

Pasal 46 disempurnakan 
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13 Pengundangan Diundangkan di Panaragan 
pada tanggal 2012 

PIt. SEKRETARIS DAERAH, 

PAHADA HIDAYAT 

14 Penjelasan -

-,--~-._~.- ----_._--~.~~~~~~--,,_.-._ ..~_._--~--_..~--_.,_.,._._--~~---~~-~-_.-

4 
--_.__ -~ ~ "--~------._'-'--'~----'--~--~-~'-~'----'-'--<---

Diundangkan di Panaragan 
pada tanggal 2012 

PIt. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, 

PAHADA HIDAYAT 

-

----_._

5 

Pengundangan 
disempurnakan 

Penjelasan dihilangkan 
karena pasal demi pasal 
sudah cukup jelas sehingga 
tidak perlu ada penjelasan 

GUBERNURLAMPUNG
 

ttd
 

SJACHROEDIN Z.P•
 

•
• 

4 
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LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR : G/340/B.lII/HKl2012 
TANGGAl : 11 APRil 2012 

HASll EVALUASI
 
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUlANG BAWANG BARAT
 

TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
 

No Keterangan
 

1
 

Rumusan Raperda Rumusan Penyempurnaan 

53 4 

Diktum Menimbang Huruf b disempurnakan danb. bahwa kebijakan Retribusi Daerah pada umumnya dan b. bahwa kebijakan Retribusi Daerah pada umumnya dan 
pada akhir kalimat huruf dRetribusi Perizinan Tertentu dilaksanakan berdasarkan Retribusi Perizinan Tertentu pada khususnya dilaksanakan 
diakhiri dengan tanda bacaprinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, 
titik koma masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan 

potensi daerah; memperhatikan potensi daerah; 

2 Dasar hukurn mengingat I Dasar Hukurn 12. Undang-Undang Nomor 4 Tahun ~ tentang P8I'WFA6lR6lR I 2. Undang-Undang NOl11or 1 Tahun 2011 tentang Perumahan 
Mengingat angka 2, 6, 13eaR P8RH:lkim6lR (Lembaran Negara Republik Indonesia dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik 

disempurnakan dan angkaTahun ~ Nomor ~, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
21, 24, 25, 39 dihilangkanRepublik Indonesia Nomor ~); Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 
serta penulisan dasar hukum 6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan I 6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 
disesuaikan dengan hirarki(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
peraturan perUUan 118, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 118, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undanq Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan undanq
Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik 
Republik Indonesia Tahun ~ Nomor 154, Tambahan Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 
36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 P8rlol~iit:laR Atas Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara 
P8Fat"'FaR ~8m9FiRt6lR ~J9m9r 27 T6lt:lIolR 1Qi~ TeRt6lR9 Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan 
~8laksaRaaR l4ita9 URQaRS UR&aR9 ""loIklol~ Asara PieaRii Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
 

I~ ~~m~r~~~~~~n Lembaran Negara Republik Indonesia
 

~1. ==i ::=::~:=: I~~:::\J:~~~ ::='
~. ~ ::J I I I 

'I I I, IFleeREl618 T8R~q 2QQ7 !le~~.. , !~R:l~aRaR bEl~~.::IFaR I J 
L.__ I . ~18saFa R8j;1oI8hk IR&eRe&Ia-~IQI;l,*A7~-1);. 

I 

.. 



2 
- ~---_.-. ---.----_._~_._- , .._----

3 

teRtaRS PeAyempwrAaaR PeratwraR MeRteri QalaFR ~le~Qri 

~JQr:RQr d Ta~WR 1Qi4 teRt61R§J Tata Cara P9Rye~iaaR 

TaRa~ eaR P8FM~eFiaA Iolak Ailae TaRa~, P8FR98riaA li!iR 
QaR~blFlaR SeRa lIru~aA~ UReaRS CaR~~waR Bagi 
P9rweaRaaR Psrweal:laaR yaR~ FReRg61Qal~aR PSRaAsaRaR 
Meealr:R9Rwrwt ""Fu~aR~ UR9aR~ ~JeFR8F 9 Ta~blR 1989; 

t9RtaRS liliA MeAQirikaR QaR~IiIAaR QaR li!iR YR9aAS 
YR9aR~ CaR~~l:IaR Qasi PeFloieaRaaR IRQWetri; 

14 TaRwR 2011 teRtaR!!! AAssaraR PSReapataR 9aR QelaRja 
Qaeral:l P8rl:l~aRaR Tal:lwR ARssaraR ~Q11 ~b8FRearaR 

Qa8ral:l ~a9l:1pat8R Tl:IlaAS l!lawaRg I!larat Ta~wA aQ11 
~J9Ffl8r 14, TaFR9aRaR b8FR9araR Qaera~ ~a9l:1patQR 

~jlaFl~·Qa\¥aRS Baret ~J9~ 48+. 

5 

2 
~.>------

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Penambahan dasar hukum 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait dengan pengelolaan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor lingkungan hidup 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5059); 

I ---l 

Retri9l:1si PeFii!iAaA TeR8Rtiol asalal:l retFi~wsi yaRS QiPl:IRSlilt 
98r9asarkaR ks~iataR tSReAtlil PSFR8riRtal:l Qa8FaR sal61FR 
FaFlska p8FR98riaR iiliR kepaEla eraA~ prieaei atal:l QaElaFl 
yaRS EitiFRakeW9kaR wRtwl'( peFR9iRa.R, j1eRsatl:lraR 
peRssRsaliaR saR peRsa....aeaR atas k8siataR, peFflaRfa6ltaR 
Fl:IaRS seRa P8R!I~l:IRaaR SWFRger Elaya alaR:!, 9aFaAS, 
ear9R61, praearaA9 ataw fasilitae teR8Atlol !lYRa FR9IiR9WR!li 
k898RtiRQ6lR WFRWA:! 9aR R=lARi9li19 kAIA€t9ri6lR liRAkuRS9R 

. --~ . - . ,~. ... '" 

3 

4 

Diktum memutuskan 

Ketentuan umum 

MEMUTUSKAN: 

Pasala 

MEMUTUSKAN: 
I 
I 

Penulisan titik dua (:) setelah 
kata "MEMUTUSKAN" tanpa 
spasi 

Pasal 2 dihilangkan karena 
sudan diatur dalam BAB I 
angka 11 

__I 1 
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Pasal6 
(1)	 Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan se9a~aifFlaRa 

ElifFlal161019 9alaFR Pasal ~ RloiFloif a adalah pemberian izin 
untuk mendirikan suatu bangunan. 

(2)	 Pemberian izin sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 
meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan 
pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai 
dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata 
ruang dengan tetap memperhatikan koeflsien dasar 
bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), 
koefisien ketinggian bangunan (KKB) dan pengawasan 
penggunaan banqunan yang rneliputi pemeriksaan 
dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang 
menempati bangunan tersebut; 

(3)	 Tidak termasuk objek Retribusi c;ebagaim~n;:l dirnaksud 
I I 
L-------l 

Pasal5 
Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di pungut 
Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian 
Izin untuk Mendirikan suatu Bangunan. 

Pasal11 
Dengan nama Retribusi lzin Tempat Penjualan Minuman 
Beralkohol dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas 
pemberian izin untuk melakukan Penjualan Minuman 
Beralkohol di suatu ternpat tertentu. 

Pasal17 
Dengan nama Retribusi lzin Gangguan dipungut Retribusi 
sebagai pembayaran atas pemberian IZIn tempat 
usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat 
menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan. 

Pasal26 
Dengan nama Retribusi lzin Trayek dipungut Retribusi 
sebagai pemberian lztn kepada orang pribadi atau badan 
untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum 
pada suatu atau beberapa Trayek tertentu. 

Pasal32 
Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut 
Retribusi atas pelayanan pemberian Izin Usaha Perikanan 
kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan keqiatan 
usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan. 

Pasal6 
(1)	 Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah 

pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. 
(2)	 Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan 
pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan 
rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang dengan 
tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), 
koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian 
bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan 
yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat 
keselamatan bagiyang menempati banqunan tersebut 

(3)	 Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik 
PemPrintah ~t~ll Pemerintah n::lerah 

II pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangU~nan
_ milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah. 

I	 ~_J
~-'----- ~------

:3 
• 0 -----; 

Pasal 5 disempurnakan 

Pasal11 disempurnakan 

Pasal17 disempurnakan 

Pasal 26 disempurnakan 

Pasal 32 disempurnakan 

Pasal 6 ayat (1) 
disempurnakan 

Nama, Objek, Subjek 
dan Wajib Pajak 

Pasal5 
Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di pungut 
Retnbusi sebaqai pernbayaran atas pernberian lzin 
Mendirikan Bangunan. 

Pasal11 
Dengan nama Retribusi lzin Tempat Penjualan Minuman 
Beralkohol dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas 
pernberian izin ~ Penjualan Minuman Beralkohol 9leA 
PeR:l8riFltal::l QaeFaR 

Pasal 17 
Dengan nama Retribusi lzin Gangguan dipungut Retribusi 
sebagai pembayaran atas kerlol~iaFl orang pribadi atau 
Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian 
dan/atau gangguan. 

Pasal 26 
Dengan nama Retribusi lzin Trayek dipungut Retribusi 
sebaqai pefFllila!faraFl alai pembenan lzin Trayek 9leA 
P9R:l9riRtaR QaeFQR 

Pasal32 
Dengan nama Retribusi lzin Usaha Perikanan dipungut 
Retribusi se9a~ai pefFl9a!faraR ata& pemberian Izin Usaha 
Perikanan el91::1 PefFleriAtal:l Qaeral:l.	 I 

I 



4 
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Pasal 18 
(1)	 Objek Retribusi Izin Gangguan s8oasaiFfl8Ra EliFRakswEl 

dalaR:! Pasal 6 RIoiFlolf & adalah pemberian izin tempat 
usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang 
dapat menimbulkan ancarnan bahaya, kerugian dan/atau 
gangguan, terrnasuk pengawasan dan pengendalian 
kegiatan usaha secara terus-rnenerus untuk mencegah 
terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau 
kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan 
serta memenuhi norma keselamatan dan kesehatan 
kerja. 

(2)	 Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah 
ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. 

Pasal27 
Objek Retribusi lzin Trayek 6898saiFRaR8 Eli",aksloIQ Qal8FR 
~aj;a! a Ryn"f e adalah pemberian iZinkEl~aEle areRS .~ 

atalol QaElaR untuk menyediakan pelayanan angkutan 
penumpang umum untuk suatu atau beberapa trayek tertentu. 

Pasal33 
Objek Retribusi lzin Usaha Perikanan s8sasai",aRli EliFRak6wEl 
Elala'" Pasal 6 RIoIFWf Q adalah pemberian izin kepada orang 
pribadi atau Badan untuk rnelakukan kegiatan ~ 

88RaR~ka9aR ElaR pembudidayaan ikan. 

Pasal7 
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang 
memperoleh Izin Mendirikan Bangunan. 

Iiiiretribusi Izin Mendirikan Bangunan.·	 . 

4 

Pasal18 
(1)	 Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pernberian izin 

tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan 
yang dapat menimbulkan ancarnan bahaya, kerugian 
dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan 
pengendalian kegiatan usaha secara terus-rnenerus untuk 
mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselarnatan 
atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkuRgan 
serta memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja. 

(2)	 Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) adalah tempat usahalkegiatan yang telah 
ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. 

Pasal27 
Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin trayek untuk 
rnenyediakan pelayanan anqkutan penurnpanq umurn pada 
suatu atau beberapa trayek tertentu. 

Pasal33 
(1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin 

kepada orang pribadi atau Badan untuk rnelakukan 
kegiatan pembudidayaan ikan 

(2)	 Dikecualikan dari objek retribusi adatah kegiatan usaha 
perikanan yang tidak memerlukan izin usaha perikanan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

Pasal 7 
(1) Subjek	 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang 

pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Mendirikan 
Bangunan dari Pemerintah Daerah. 

(2) Wajib	 retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang 
pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan 
Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan 
pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pernotonq 

Pasal 18 ayat (2)
 
disempurnakan
 

Pasal 27 disempurnakan 

Pasal 33 disempurnakan 
dengan menambah 1 (satu) 
ayat baru yang mengatur 
tentang penqecualian objek 
retribusi 

Pasal 7 disempurnakan 
dengan menambah 1 (satu) 
ayat baru yang mengatur 
ten tang wajib retribusi 

I I 
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Pasal 13 

Subjek Retribusi lzin Ternpat Penjualan Minuman Beralkohol
 
adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin
 
tempat Penjualan Minuman Beralkohol dari Pemerintah
 
Daerah.
 

Pasal 19 
(1)	 Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi 

atau Badan yang mendirikan dan atau memperluas 
tempat-tempat usaha dan jenis usaha di daerah. 

(4)	 YeRS "e~R9~WR9 jawa9 atas ~e~BayaraR RetriBYsi leiR 
"aFls~YaR a~ale/;l : 
a P81;1i1ik, aRti waris ata•• klola6aRya 9PJSi IU;~9i8tPiR ll"al:l8 

yaR9 ~ilakykaR el9R eraR~ ~ri~a~i; 

~. p8RSWFYS ata.. kwasaRya Basi kesiataR wsal:la yaR~ 
~i1akwkaR el91:1 l;haSaR 

Pasal28 
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang 
memperoleh lzin Trayek dari Pemerintah. 

Pasal 34 
Subjek Retribusi izin usaha perikanan adalah orang pribadi 
atau Badan yang mendapat izin usaha penangkapan dan 
pembudidayaan ikan. 

I 

Pasal 13 
(1)	 Subjek Retribusi lzjn Tempat Penjualan Minuman 

Beralkohol adalah orang pribadi atau Badan yang 
memperoleh lzin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 
dari Pemerintah Daerah. 

(2) Wajib retribusi	 lzin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 
adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan 
peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk 
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau 
pemotong Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. 

Pasal 19 
(1)	 Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau 

Badan yang memperoleh Izin Gangguan dari Pemerintah 
Daerah. 

(2) Wajib	 retribusi lzin Gangguan adalah orang pribadi atau 
badan yang menu rut ketentuan peraturan Perundang
undanqan retribusi diwajibkan untuk rnelakukan 
pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong 
Izin Gangguan. 

Pasal28 
(1) Subjek	 Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau 

Badan yang memperoleh IZIn Trayek dari Pemermtah 
Daerah. 

(2) Wajib retribusi lzin Trayek adalah orang pribadi atau badan 
yang menu rut ketentuan peraturan Perundang-undangan 
retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, 
termasuk pemungut atau pemotong lzin Trayek. 

Pasal 34 
(1) Subjek Retribusi izin usaha perikanan adalah orang pribadi 

atau Badan yang memperoleh izin usaha perikanan dari 
Pemerintah Daerah. 

(2) Wajib retribusi	 izln usaha perikanan adalah orang pribadi 
atau badan yang menurut ketentuan peraturan Perundang
undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan 
pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong 
izin usaha perikanan. 

. 

5 

Pasal 13 disernpurnakan 
dengan menambah 1 (safu) 
ayat baru yang mengatur 
tentang wajib retribusi 

Pasal 19 disempurnakan 
dengan merubah ayat (2) 
yang mengatur tentang wajib 
retribusi 

Pasal 28 disempurnakan 
dengan menambah 1 (sate) 
ayat baru yang mengatur 
tentang wajib retribusi 

Pasal 34 disempurnakan 
dengan menambah 1 (satu) 
ayat baru yang mengatur 
tentang wajib retribusi 

, 



I) 
i -~~~3 ~--~ ~~~-~---~---	 -~~-~.~-~-~---- -~ , ." 

2 

6 Cara 
tingkat 
jasa 

(2) 

(3) 

mengukur 
penggunaan I (1) 

Pasal 8 
Tingkat penggunaan izin mendirikan bangunan diukur 
dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas lantai 
bangunan, jumlah tingkat bangunan dan rencana 
penggunaan bangunan; 
Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diberikan bobot (koefisien); 
Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) ditetapkan sebagai berikut: 
a_ Koefisien Luas Bangunan (KLB) 

No. I Luas banqunan Koefisien 
1. Bangunan dengan luas sId 100 m7 1,00 
2. Bangunan dengan luas sId 250 m2 1,50 
3. Bangunan dengan luas sId 500 m2 2,50 
4. Bangunan dengan luas sId 1000 m 2 3,50 
5. Bangunan dengan luas sId 2000m2 4,00 
6. Bangunan dengan luas sId 3000 m 2 4,50 
7.	 I sancunan denoan luas > 3000 ml 5,00 

&,	 Koefisien Tingkat Bangunan (KTB) 

~NQ ·~~~~-~~~Tin~katban unan Koefisien 

1 Bangunan 1 lantai 100 
2. Bangunan 2 lantai	 1,50 
3. Bangunan 3 lantai	 2,50 
4. Bangunan 4 lantai	 3,50 
5. Banounan 5 lantai keatas	 4,00 

~ Koefisien Guna Banaunan (KGB) 
No. I Guna banqunan Koefisien 
1. Bangunan Sosial 0,50 
2. Bangunan Perumahan 1,00 
3. Bangunan Fasilitas Umum 1,00 
4. Bangunan Pendidikan 1,00 
5. Bangunan Kelembagaanl Kantor 1,50 
6. Bangunan Perdagangan dan Jasa 2,00 
7. Bangunan Industri 2,00 
8. Bangunan Khusus 2,50 
9. Bangunan Campuran 2,75 

I I I I 10. I R",nn'IM",n I ",in_bin~~",..,_ .._" __." .~... , 3,00I I ----'----='--------"''-------'-----'-'--'-=-'--------'----'-"------.1 
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PasalB 1.1MB berlaku sekali untuk 
setiap(1)	 Tingkat penggunaan izin mendirikan bangunan diukur 
pembangunan/perubahandengan rumus yang didasarkan atas faktor luas lantai 
bangunan sehingga rumus bangunan, jumlah tingkat bangunan dan rencana 
perhitungan tarif Relribusi 

penggunaan bangunan; 1MB disempurnakan dengan 
(2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghapus perkalian angka 

diberikan bobot (koefisien): 20. 
(3) Besarnya koeflsien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditetapkan sebagai berikut: 
a.	 Koefisien luas Bangunan (KLB) 

No. I Luas banaunan 
1. Bangunan dengan luas sId 100 m 2 

22. Bangunan dengan luas sId 250 m 
3. Bangunan dengan luas sId 500 m2 

4. Bangunan dengan luas sId 1000 m2 

5. Bangunan dengan luas sId 2000m2 

6. Bangunan dengan luas sId 3000 m 2 

7. I Banqunan denqan luas > 3000 m2 

b. Koefisien Tingkat Bangunan (KTB) 

-ingkat bangunan 
~ man 1 lantai 
_ man 2 lantai 
_ man 3 lantai 
_ Inan 4 lantai 

I 5 lantai keatas 

c. Koefisien Guna Banounan (KGB) 
No. I Guna banqunan 
1. Bangunan Sosial 
2. Bangunan Perumahan 
3. Bangunan Fasilitas Umum 
4. Bangunan Pendidikan 
5. Bangunan Kelembagaanl Kantor 
6. Bangunan Perdagangan dan Jasa 
7. Bangunan Industri 
8. Bangunan Khusus 
9. Bangunan Campuran 

I 10. I Bangunan Lain-lain 

Koefisien 
1,00 
1,50 
2,50 
3,50 
4,00 
4,50 
5,00 

Koefisien 
0,50 
1,00 
1,00 
1,00 
1,50 
2,00 
2,00 
2,50 
2,75 
3,00 

2.	 Dalam penetapan tarif 
Retribusi 1MBhendaknya 
Pemda memperharikan 
prinsip dan sasaran 
penetapan tarif retribusi 
perizinan tertentu yang 
didasarkan pada tujuan untuk 
menutup sebagian atau 
seluruh biaya 
penyelenqqaraan pemberian 
izin yang bersangkutan. 

3. Pemda	 seharusnya 
melakukan simulasi 
perhitungan terlebih dahulu 
alas suatu objek dengan 
ukuran dan jerus tertentu, 

I	 I 
-.J 

I 
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(4)	 Tingkat penggunaan jasa dihitung sebagai perkalian 
koefislen-koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf a sarnpai dengan c. 

(5)	 Retibusi 1MBditetapkan sebagai berikut : 
Luas Bangunan x Tarif Harga Dasar Bangunan x 
Koefisien Lantai Bangunan x Koefisien Tinggi Bangunan 
x Koefisien Guna Bangunan )( Masa Q9Flal<~ IMQ (2Q 
taf:lwR). 

(6)	 Retribusi 1MB dituliskan dengan rumus : LB x THDB x 
KLB x KTBx KGB~ 

Pasal21 
(1)	 Perhitungan besarnya retribusi izin gangguan dilakukan 

dengan formulasi rumusan sebagai berikut: 
Retribusi izin gangguan= Luas Ruang x Indeks 
Gangguan x Indeks Lokasi x Tarif 
Klasifikasi luas ruang tempat usaha dan tarif, indeks 
gangguan serta indek lokasl sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) adalah sebagai berikut 

a.	 Klasifikasi luas ruang tempat usaha dan tarif 
1. S.d	 100 m2 dikenakan biaya Rp1000 (seribu 

rupiah)/m2 
2.	 Selebihnya dikenakan biaya Rp800 (delapan ratus 

rupiah)/m2 
b.	 Klasifikasi intensitas gangguan dan indeks 

1.	 Perusahaan dengan gangguan besar indeksnya= 3 
2.	 Perusahaan dengan gangguan sedang indeksnya 

=2 
3.	 Perusahaan dengan gangguan keel I indeksnya :::: 1 

c.	 Klasifikasi lokasi dan indeks 
1. Jalan negara/kelas 1 dengan indeks :::: 4 
2. Jalan provinsi/kelas II dengan lndeks > 3 
3. Jalan kabupaten/kelas III dengan indeks :::: 2 
4. Jalan kecamatan/kelas IV dengan mdeks » 1 

(3)	 Biaya survey lapangan/penelitian Rp30.000 
(4)	 Biaya administrasi Rp10.000 

1 

4 

(4)	 Tingkat penggunaan jasa dihitung sebagai perkalian 
koefisien-koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf a sampai dengan c. 

(5)	 Retribusi 1MB ditetapkan sebagai berikut: 
Luas Bangunan x Tarif Harga Dasar Bangunan x Koefisien 
Lantai Bangunan x Koefisien Tinggi Bangunan x Koefisien 
Guna Bangunan. 

(6)	 Retribusi 1MB dituliskan dengan rumus: LB x THDB x KLB 
x KTB x KGB. 

Pasal 21 
(1)	 Perhitungan besarnya retribusi izin gangguan dilakukan 

dengan forrnulasi rumusan sebagai berikut: 
Retribusi izin gangguan= (Luas Ruang x Indeks Gangguan 
x Indeks Lokasi x Tarif) + Biaya Survey lapangan + Biaya 
Ad t ... .< • 

,. ml~IS r~SI	 .' 
(2)	 Klasiflkasi luas ruang tempat usaha dan tarit, indeks 

gangguan serta indek lokasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) adalah sebagai berikut: 

a.	 Klasifikasi luas ruang tempat usaha dan tarif 
1. S.d	 100 m2 dikenakan biaya Rp1000 (seriou 

rupiah)/m2 

5
 

1.	 Rumus perhitungan retribusi 
I~in Ga~gguan yang terutanq 
dlse~ualkan. dengan masl~g-
maslng. tanf dan koefisien 
y~ng diatur dalam Raperda 

.	 In!. 
:.1.	 tnsarankan agar biaya survey 

dan biaya administrasi 
digabungkan dalam larif 
bangunan bukan tarif 
tersendiri. 

3.	 Tow~r I~da~ termasuk objek 
Retribusi lzin Gang.gua~. . 

2 Selebihnya dikenakan biaya RpBOO (delapan ratus I 4. Pengenaan Retribusi lzin I 
.	 Gangguan untuk bangunan

r~~lah~/m2 .	 . 
b.	 Klaslflkasl intensitas gangguan dan mde~s 

1. Perusahaan dengan gangguan besar indeksnya> 3 
2.	 Perusahaan dengan gangguan sedang indeksnya = 

2 
3.	 Perusahaan dengan gangguan keeil indeksnya = 1 

c.	 Klasifikasi lokasi dan indeks 
1.	 Jalan negara/kelas 1 dengan indeks = 4 
2.	 Jalan provinsi/kelas II dengan indeks :::: 3 

. 
3. Jalan kabupaten/kelas III dengan I~deks = 2 
4. Jalan keeamatan/kelas IV dengan indeks :::: 1 

(3)	 Biaya survey lapangan/penelitian Rp30.000 
(4)	 Biaya administrasi Rp10.000 

tower adalah terhadap 
pemakaiangenset. 

5. Terhadap	 pengusahaan 
tower/menaratelah dikenakan 
Retribusi Pengendalian 
Menara Telekomunikasi, 
Retribusi Izin Mendirikan 
Bangunan, dan Pajak Bumi 
dan Bangunan Perdesaan 
dan Perkotaan. 

6. Banyaknya jumlah pungutan 
terhadap pengusahaan 
tower/menara dapat 
mempengaruhi harga jual 
kepada konsumen dan 
menghambat investasi di 
suatu daerah. 

I 

I1	 - I 
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Pasal22 Pasal22 
Khusus untuk jenis kegiatan/usaha pasar modern, tower Khusus untuk jenis kegiatan/usaha pasar modern, dan 
dan usaha kepariwisataan ditetapkan retribusi sebagai usaha kepariwisataan ditetapkan retribusi sebagai berikut: 
berikut : a. pasar modern : 
a. pasar modern: . 1. mall/super marketlhypermarketldan sejenisnya 

1. mali/super marketlhypermarketldan sejenisnya I ditetapkan tarif sebesar 100.000,~ 1M2; 
ditetapkan tarif sebesar 100.000,- 1M2; 2. mini market waralaba ditetapkan tarif sebesar 

2. mini market waralaba ditetapkan tarif sebesar 50.000,- per M2. 
50.000,- per M2. b. usaha kepariwisataan : 

8. tew8r : 1. karaoke/pub/diskotiklklub malam dan sejenisnya 
1. t9'Y8r>.'lat8 98A &8jiAi8Ry8 9it8t8pk8R t8ri¥- 8sI)s88r ditetapkan tarif sebesar 100.000,-1 M2; 

1.QgQ.QQQ, ~8r FAitsr IEilri' 2. hotel dan sejenisnya ditetapkan tarif 50.000,- 1M2. 
~ .. FR8A8fi818 gSA St8W 88jSAi&AYS 5JitstEilfik8AtsFif 

&89888r liQQ.QQQ, fi8F FRstsr IEilFi. 
C. usaha kepariwisataan : 

1. karaoke/pub/diskotik/klub malam dan sejenisnya 
ditetapkan tarif sebesar 100.000,-1 M2; 

2. hotel dan sejenisnya ditetapkan tarif 50.000,- 1M2. 

(.1S881~~ 

ii8YQ= . Retriliw&i 8sA8r Wl8RS (1ol8rrsse&trEil&i) liliR 
G~mf~ftUQfH'itets~ksR 2c5 % OEilFi8i8¥S Retri8wsi iii!iR-: 

Pasal 29 Pasal29 
Tingkat penggunaan jasa lzin Trayek diukur Tingkat penggunaan jasa Izin Trayek diukur berdasarkan 
berdasarkan jenis angkutan OEilR ff8kwSR&i· wsktw jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan umum 
JjeriiliA8A YEilAS €ililierikQR elsR P8FR8riRtsR Q8srst:l. penumpang da frekuensi. 

Pasal 35 Pasal35 
Tingkat penggunaan jasa Izin Usaha Perikanan diukur Tingkat penggunaan jasa retribusi Izin Usaha Perikanan 
berdasarkan [enis pelayanan, jenis budidaya ikan, jenis diukur berdasarkan luas areal pembudidayaan ikan 
usaha perikanan, kapasitas, dan frekuensi waktu. dikalikan dengan frekuensi waktu dan tarif. 

_.-----~.-~---------~---,,~~~

5 
-~. 

Pasal 22 huruf b 
dihilangkan karena tower 
dan monopole bukan 
merupakan objek retribusi 
izin gangguan 

Pasal 23 dihilangkan 
karena izin gangguan 
berlaku selama 
perusahaan melakukan i 
usahanya, sesuai 
ketentuan Permendagri 
Nomor 27 Tahun 2009 

Pasal 29 disempurnakan 

Pasal 35 disempurnakan 
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7 Struktur dan Pasal 15 disempurnakan 
besarnya tarif 

Pasal 15 Pasal 15 
Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut: 

Tarifretribusi No. Gal Alkohol Ternpat Penjualan 
(Rp) 

NO.'1 0 .' OrGal Alkohol [ TarifTempat PenJualan	 ----.i.~__ 
1 penjual langsung 

minum ditempat : 
a. hotel dan sejenisnya A, B dan C 2.500.000,
b. restoran dengan A, B dan C 1.500.000,

tanda talam kencana
 
dan talam selaka
 

c. bar termasuk pub A, B dan C 4.500.000,
dan club malam
 4.500.000,-

2.500.000,
1.500.000,-

~ 1 penjual langsung minum 
ditempat: 
a. hotel dan sejenisnya I A, B dan C 
b. restoran dengan A, B dan C 

tanda talam kencana 
dan talam selaka 

c. bar termasuk pub dan I A, B dan C 
club malam 

~,-r----·~-"~~'-T,-0 0'"~--' penjual eceran dalarn penjual eceran dalam2.I 2 kemasan: kernasan : 
3.000.000,

swalayan/supermarket 
Adan Ba. pasar	 i Adem B I 3.000.000, a. pasar swalayan/ 

supermarket
 
I----_~toko/minimarket I A dan B ,t.-!:800.000,.
 1.800.000,b. toko/minimarket A dan B 

3. ditempat lain yang mengandu 1.500.000, 3. I diternpat lain yang I mengandun I 1.500.000,
ditetapkan oleh Bupati ng alkohol ditetapkan oleh Bupati 9 alkohol 

paling paling 

'I' banyak
15% U
 I~~~~ak J I

, 

1. Angkutan khusus tidak 
Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Izin Trayek adalah : 

Pasal30Pasal30 
termasuk objek retribusi izin Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Izin Trayek adalah : 
trayek1. mobil penumpang umum kapasitas tempat duduk sid 87.	 ~8FFReR9R8Fl 98FW 

2. Masa berlaku izin trayek 
8 orang Rp.300.000,

(1) mobil penumpang umum kapasitas tempat duduk sid orang Rp.3000000,
adalah 5 tahun dan dapat b. mobil bus kapasitas tempat duduk 9 sid 15 orang 
diperpanjang, sesuai 

Rp.400.000,
(2) mobil bus kapasitas tempat duduk 9 sid 15 orang Rp.400.000,

dengan pasal 57c. mobil bus kapasitas tempat duduk 16 sid 25 orang 
Kepmenhub No. KM 35 

Rp.475.000,
(3) mobil bus kapasitas ternpat duduk 16 sId 25 orang Rp.475.000,-

Tahun 2003.d. mobil bus kapasitas tempat duduk lebih dan 25 orang Rp. 
3. Agar penetapan tarif 

, , 
(4) mobil bus kapasitas tempat duduk lebih dari 25 orang 500.000,

RD. 500000

I I ~) ~Rsl;~ta~ i(~YSW6 RfJ· liigg.ggg, ____________________1	 1 ~i~~;~:~ pe:~~ahu~"'yek I 



10 1 --~-~~~- 32 _ 
i. elaftar wiaRS 

(1)	 FRB~il ~8Fulm~aR~ YRo:ll::lRo:l 1"~f)asi~a8 t8Ro:l~a~ elwelwk s/el 
i 8FaRg Rfil.79.999, 

(2)	 FRB~il 81::1& kafilasi~as t8FR~a~ elwelwk 9 s/i 1i 8F61RS 
R~.90.00g, 

(6)	 FRB8il sws ka~asi~as ~8FRfila~ iwelwk 18 s/el ~i 8F61Rg 
Rti.109 ggg 

(4)	 FRBsH Irlws ka~asi~as ~8Ro:l~at il::lelwl( 189iR Elari 2fi 8raRS 
R~. 128.00g, 

(9) aRskwtaR kRYSWS Rfil. 1iO.009, 

Pasal31 
Izin Trayek berlaku selarna adalah jangka waktu yang 
lamanya & ~61RllIR, Q8R!ilaR 1(8'....aii9aR Ro:lelakwkaR 1!l8RelaftaraA 
wlaRlj 88tia~ ~aRwFl. 

Pasal36 
Struktur dan besarnya Tarif Retribusl lzin usana Perikanan 
adalah: 
a.	 ~wra~ laiR Ysal:la PSFil(QRaR (511 UP) 

R9~ri9wsi eWFa~ ii!iiR WsaRa P8FikaRaR (5111.1 P) elik8RakaR 
R8~iswsi s91rl8saF Rs 190 Ogg . 

b.	 Budid _. Ikan Air T 
Luas Area Retribusi 

- .,,~-~~~-~ - -r; . - - ---;;-"..... _.- _.~-~-~_.~--.... 
29 slel 8Q M2 , 
91 6/9199 Ma , ". rr. ., 
101 s/a190 Ma IT.... , 
181 s/a agg Ma D_ ..... rr. , 
aQ1 s/a afig Ma n. .... IT. , 
291 s/a fi99 M2 0_ ~!=,n n, , 
9Q1 s/a 1,ggg Ma n, Ann rv , 
Diatas 1.000 M2 Rp. 500.000,-lTahun 

a.	 Pembudidava Air Pavau; 
Luas Areal I Retribusi 

I 0,5 sId 1 Hektar R	 . 100.000,-1 Tahunb Diatas 1 hektar Rp. 200.000,-1 Tahun 

. 

I l	 IJ ~~:: 2~ha~~~
 

Luas Area Retribusi 
g,a f:.la 9,i l:Ia 0 r:::n nnn IT.... , 
0.5 ha - 1 ha Rp 75000-1 Tahun 

Pembenihan Ikan Air Tawar: 

I~f ~~~.~~g:~:~:~~~
 

4
 

Pasal31 
Izin Trayek berlaku selama adalah jangka waktu yang lamanya 
5 tahun dan dapat diperpanjang. 

Pasal36 
Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan 
adalah: 
a. Budidava Ikan Air T 

RetribusiLuas Area 
Diatas 0,75 Ha Rp... '" ... ,-fTahun 
Dan seterusnva 0"·' •••. , •••• 

:>. Pembudidaya AirAir Pay au; Pb.Pembudidava 
Retribusituas Areal 

Rp........ ,-fTahun
0,5 sId 1 Hektar 
Rp........ ,-lTahun
Diatas 1 hektar 

c. Pembenihan Ikan Air Tawar:, 
LuasArea Retribusi 

0,5 ha  1 ha Rp........,~lTahun 

1 ha - 2 ha Rp........ ,-lTahun 
2 ha < Rp........ ,-lTahun 

Pasal 36 disempurnakan 
disesuaikan dengan Permen 
Kelautan dan Perikanan 
Nomor PER.121 MEN/2007 

--1 I	 JL-.-. . J 
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2 

8 Masa Berlaku Izin 

3 4 

Bagian Keempat Bagian Keempat 
Masa Retribusi Masa Berlaku 1MB 

Pasal 10 Pasal10 
(1)	 Retibusi Izin Mendirikan Bangunan berlaku selama I (1) lzin Mendirikan Bangunan berlaku selama bangunan 

bangunan tersebut berdiri tanpa menambah tuas tersebut berdiri tanpa menambah luas dan/atau rnerubah 
dan/atau rnerubah fungsi awal bangunan tersebut, fungsi awal bangunan tersebut 

(2)	 Jangka waktu pembayaran retribusi 1MB selarnbat- I (2) Jangka waktu pernbayaran retribusi 1MB selarnbat
lambatnya 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak lambatnya 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak pengajuan 
pengajuan permohonan 1MB; permohonan 1MB; 

(3)	 Setelah bangunan selesai dikerjakan dan telah I (3) Setelah bangunan selesai dikerjakan dan telah mempunyai 
mempunyai 1MB, dalam jangka 
bangunan tersebut akan diperiksa ke
perubahan bentuk fisik bangunan, 
pembaharuan 1MB, 

waktu 
mbali, 
maka 

20 tahun 
apabila ada 
harus ada 

1MB, dalam jangka waktu 20 tahun bangunan tersebut akan 
diperiksa kembali, apabila ada perubahan bentuk fisik 
bangunan, maka harus ada pembaharuan 1MB, 

Bagian Keempat 
Masa Retribusi 

Pasal 16 
Masa Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman 
adalah selama 3 (tiga) tahun. 

Beralkohol 

Bagian Keempat 
Masa Berlaku Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 

Pasal 16 
Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol berlaku selamanya 
3 (tiga) tahun. 

Bagian Keempat 
Masa Retribusi 

Pasal25 

Bagian Keempat 
Masa Berlaku Izin Gangguan 

Pasal25 

5 

Judul bagian keempat dan 
Pasal10 disempurnakan 

Judul Bagian Keempat dan 
Pasal16 disempurnakan 

Judul Bagian Keempat dan 
Pasal 25 disempurnakan, izin 
gangguan berlaku selama 
perusahaan rnelakukan 
usahanya dan tidak ada 
daftar ulang sesuai ketentuan 
Permendagri 27 Tahun 2009 

1, Bagian Keempat dan Pasal 
31 disempumakan 

2, Masa berlaku izin trayek 
adalah 5 tahun dan dapat 
diperpanjang, sesuai denqan 
pasal 57 Kepmenhub No, 
KM,35 Tahun 2003 dan tidak 
ada daftarulang setiap tahun 

I 

(11	 IZIn Gangguan bertaku selarna orang pribadi atau Badan I 
melakukan usaha/keqiatannya. 

(2)	 Dalam rangka pengawasan dan pengendalian maka 
terhadap orang pribadilBadan yang melakukan 
usaha/kegiatannya diwajibkan melakukan daftar ulang 
(herregistrasi) setiap 5 (lima) tahun sekan. 

(3)	 Pengajuan daftar ulang (herregistrasi) harus sudan 
dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum 
masa berlaku izin berakhir. 

Bagian Keempat
 
Masa Retribusi
 

Pasal31 
Izin Trayek berlaku selama adalah jangka waktu yang 
lamanya Q (Q8IapaA~ taAwA, Q9A~aA k9"lGljiliaA ~9Ial(wkaA 

p9RElaAaF8Fl wlaFl~ s9tiap tal:lwA. 

lzin Gangguan berlaku setarna orang pribadi atau Badan 
rnelakukan usaha/kegiatannya. 

Bagian Keempat
 
Masa Berlaku lzin Trayek
 

Pasal31 
Izin Trayek berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat 
diperpanjang 

I
 I 
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9 

.------- i	 .-----.~~ __ ,__ _~,_~_"._~~~

1	 
~ ~ ~-._.,--~~~~-------,---	 4 _._.

2 3 5 

I Penentuan 
Pembayaran, Tempat 
Pembayaran, 
Angsuran dan 

I Penundaan
 
, Pembayaran
 

Bagian Keempat
 
Masa Retribusi
 

Pasal 37 
Masa berlaku Izin Usaha Perikanan berlaku selama 20 (dua 
puluh) tahun dengan kewajiban melakukan pendaftaran ulang 
setiap 5 (lima) tahun sekali. 

iAiXI 
PRI~JaIP QMJ iAaARA~J P~~JIiTAPA~J TiA,~U; ~IiTRIQYal
 

Pasal <19
 
(1)	 PriRsifil eaR sasaraR 8alaFR p9R9lapaR larif R9lri~wsi 

PiriiliRaR T9FleRlw aiaasarkaR paea hlljwaR wRlloll~ 

FFl9RWlwfil s9~asiaR alaw SElIWrWR 9iaya pElRYElIElRs~araaR 

p9FFl~ElriaR iii!!iR yaRS ~9F8aRskwlaR. 

(~)	 Qia'la pElRYElIElR~sariilaR p8FR~ElriiilR iiliR SEl~asaiFRaRa 
eiFFlakswe pa8a ayal (1) FFl81ipwli p9R8rsilaR 8ElkwR:l9R 
i;a;iR, fJ9RsawaeaR ai liilpaA~aR, fJElR9sakaR RwkwFR, 
f':leAa~saRaafl, ~ eaR 9iaya eamf3al{ ~AEl!lalif~· .eari 
p8FR~8riiilR. 

r;lasal <11 
(1) PeFFl~aYiilraR REllriswsi Rarws ailakwkaR S8Eiiara lWRaillwRas. 
(1) Qwpali ataw PElja~al yaR~ 8ilwAjwk sapal FfolElFfolSElFikaR iii!!iR 

kElpa8a '.Alaji~ R8triswsi wRtwk FFlElASiilR8Swr r9triswsi 
lElrl:l"'laR8 QalaFFl jaRska lJ:'aldl:l leFlElR'''' 8eRsaR alasaR I 
yaR~ sapat aip9FtaRS8wR~awa9kaR. 

Pasal <1~ 

(1)	 Q9sarRya REltriswsi yaRS t9rwtaRS 8iRilWRfj S9r8asarkaR 
pElrkaliaR aRtara tiRskal PiRSSWRaaR jasa 89RsaR tarif 
REltri~l:Isi 

(~)	 liRskat filElRfjSWRaaR jasa SEl9iil~aiFFlaAa 8iFRakswe paaa 
ayal (1) aaalal:l jWFfollaR P9RS~wRaaR jasa yaRS aijasikaR 
aasar alekasi lilEl~aR ~iaya yaA~ aipikwl PElFfolElriRlal:l 
QaElriilR wRlwl~ filElRYElIElRSSiilraaR jasa 'IaR!!! sersaRskwlaR 

Pasal50 
(1)	 PElm~ayaraR Retribusi yang terutang harus dilunasi 

sekaliqus. 
(2)	 Retribusi yang terutang dilunasi selambat-Iambatnya 15 

(lirnabelas) hari sejak diterbitkannya SKRD, atau 

Bagian Keempat
 
Masa Berlaku Izin Usaha Perikanan
 

Pasal37 
Masa berlaku lzin Usaha Perikanan berlaku selarna 20 (dua 
puluh) tahun dengan kewajiban melakukan pendaftaran ulang 
setiap 5 (lima) tahun sekali, 

Pasal50 
(1)	 Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. 
(2)	 Retribusi yang terutang dilunasi selambat-Iambatnya 15 

(lirnabelas) hari sejak diterbitkannya SKRD, atau dokumen 
lain yang dipersamakan. 

Judul Bagian Keempat dan 
Pasal 37 disernpurnakan 

Bab XI Pasal 48 dihilangkan 
karena sudan diatur dalam 
Bab III Pasal 4 Raperda, 
dengan dihilangkannya Bab 
XI Pasal 48 rnaka urutan Bab 
dan Pasal selanjutnya 
menyesuaikan 

Pasal 41 dan 42 dihilangkan 
karena sudah diatur dalarn 
Pasal 40, 48 dan 50, 
selanjutnya urutan pasal 

I msnyesuaikan 

Pasal 50 disempurnakan 

I I cokurnen lain yang dioersamakan. I (3) lata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran I	 I 
I I	 I Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. L I 
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10 Penagihan 

11 Kedaluarsa 
Penagihan 

12
 Ketentuan Peralihan
 

3 

(~)	 Qil~e6walikaR eiari keteRtwaR s9lea~aiFRaFla EliFRakswEl I (4) 
9alaRl ayat (a) atas ~eFRleayaraR Retrilewsi Parkir 9i tefji 
jalaR wmWFR, 

(4)	 Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran 
Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupan. 

(5)	 Hasil pemungutan Retribusi disetorkan se~eA"RR.,.a ke 
kas Daerah 

1)	 , Pasal 51 akaFl Retrilewsi Qiawali I (1)
Tata Cara PSAaglRaA TWA~S taw awrat P9FiRgataR 

(	 •••So. .....10&0 "."'1 10!I·':'~.~011<0. 7 (Illj.~) oojok I (2)ataw swrat laiR yaRS S8j9RI&, I 

saat jatwR teFR~9 fl8FR~a~~a,ra~. Rari setelaR taRs~~1 iwrat I (3) 
(2)	 QalaFR j8Rgka '.w~ktw ~w taR ataw iwrat lalA yaAS 

Tes"'r8A ata", a~F8t ~::;:a ~etFilew6i l:1aFWG FRelWRasi
sejeRis QisaFRflall~8Fl, ••	 . , 

~etFilehl&i yaRS teFwtaAS , ataA ataw s",rat larA 'taAS I (4)
(~)	 iwrat te9",raA, 6.wr8t P9F1;~akSWei ~aeia ~yat (1) 

Sej9Ris 6ele8salR=laR~ ata~ pejaleat yaRS ElihllAjwk.9ikelwarkaFl eleR S"'fla I 
(5) 

(6) 

Pasal54 
(1)	 Piutang Retribusi yang tidak mung kin ditagih lagi karena I (1) 

hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa 
dapat dihapuskan. 

(2)	 Bupati menetapkan keputusan penghapusan Retribusi I (2) 
Kalehlpat8R TwlaRS SawaRS Sarat yang sudah 
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3)	 Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah I (3) 
kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal59 

Hasil pemungutan Retribusi disetorkan secara bruto ke kas 
Daerah 

Pasal 51 
Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar 
dilakukan dengan menggunakan STRD. 
Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) didahului dengan Surat Teguran. 
Pengeluaran surat teguranfperingatanfsurat lain yang 
sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan 
Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 hari sejak jatuh 
tempo pembayaran. 
Dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal surat 
tequran/pennqatanrsurat lain yang sejerns WaJlb Rembusi . 
harus melunasi Retribusinya yang terutang. 
Surat teguran/peringatanfsurat lain yang sejenis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh 
Pejabat Yang ditunjuk. 
Tata cara penagihan dan penerbitan teguranf 
perinqatan/surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan 
Bupati. 

Pasal 54 
Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena 
hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat 
dihapuskan. 
Bupati menetapkan keputusan penghapusan Retribusi 
yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1). 
Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah 
kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 59 

'13 

5
 

Pasal 51 disempurnakan 

Pasal 54 ayat (2) 
disempurnakan. 

I Pasal 59 disempurnakan 
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih 
terutang sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan masih terutang sebelurn Peraturan Daerah ini ditetapkan masih dapat 
dapat ditagih selama jangka waktu Ii (lima) tahun sejak saat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutang. 
terutang, 

I	 ... . I I	 !' 
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Ketentuan Penutup 

Pengundangan 
penetapan 

13 

14 

15 I Penjelasan 

2 

dan 

---------------------------' -,------,----,--~--
3 4 

(1) 

(2) 
(2) 

BABXXII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal60 
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini I (1) 
sepanjang mengenai pelaksanaannya Qiteta~kaA denqan 
Peraturan Bupati Q~R QisaR:lQaikaR kSQada - QIJRQ 
KaBIlI~at9R, 

Dengan berlakunya peraturan ini, maka seqala ketentuan 
yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan 

BAS XXII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal60 
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini 
sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih 
lanjut dengan Peraturan Bupati. 
Dengan berlakunya peraturan ini, maka segala ketentuan 
yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tldak 
berlaku lagi. 

tidak berlaku lagi. 

Diundangkan di Panaragan 
pada tanggal 2012 

PIt. SEKRETARIS DAERAH, 

PAHADA HIDAYAT 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1
 
Cukup jelas
 

Pasal 2
 
Cukup jelas
 

Pasal 3 
5 (lima) jenis penzman sebagaimana di maksud 
dalarn pasal ini adalah janis perizinan tertentu yang 
dapat di kenakan Retribusi oleh Pemerintah Daerah 
dalam rangka pembinaan dan pengendalian, 
Pemerintah Daerah tetap dapat memberikan izin 
lainnya tanpa dikenakan kewajiban retribusi. 

Pasal4 
Ayat (1) 

CWIH.~ .leI3&. 
Ayat (2) 

Cwkw~ .1813&, 
Pasal5

I I I Cukup jelas 

Diundangkan di Panaragan
 
pada tanggal 2012
 

PIt. SEKRETARIS DAERAH
 
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,
 

PAHADA HIDAYAT 

, PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1
 
Cukup jelas
 

Pasal 2
 
Cukup jelas
 

Pasal 3 
5 (lima) jenis perizinan sebagaimana di rnaksud dalam 
pasat ini adalah jenis perizinan tertentu yang capat di 
kenakan Retribusi oleh Pemerintah Daerah dalam 
rangka pembinaan dan pengendalian, Pemerintah 
Daerah tetap dapat memberikan izin lainnya tanpa 
dikenakan kewajiban retribusi. 

Pasal4
 
Cukup Jelas,
 

Pasal 5
 
Cukup jelas
 

Pasal dsL.
 

J _ 

5 

Pasal 60 disempurnakan 
dengan menghilangkan ayat 
(2) 

Pengundangan 
disempurnakan 

Penulisan penjelasan, apabila 
dalarn satu Pasal lerdiri dari 
beberapa ayat yang 
semuanya cukup jelas, 
dituliskan pasalnya saja, 
kecuali ada ayat yang perlu 
dijelaskan, maka penjelasan 
tiap ayat harus dijelaskan 

__I 

GUBERNUR LAMPUNG 

ttd 

S.JACHROEDIN Z.P 

'- 


